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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan landasan filosofis, sebagai pandangan hidup bangsa
Indonesia dalam  berbangsa dan bernegara. Penjabaran nilai-nilai Pancasila
dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang
diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila dan tujuan negara
terdapat di dalam pembukaan UUD N RI Tahun 1945 pada alenia ke-empat.

A\Y

Tujuan negara Indonesia adalah : “.. membentuk suatu pemerintah negara
Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

”

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,...”. Pancasila adalah Dasar
negara sedangkan keempat pokok pikiran di dalam pembukaan UUD N RI Tahun
1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (rechtsides) yang —menguasai
hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan jouncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun
2001 tentang Yayasan (selanjutnya disebut UU Yayasan) dalam hukum nasional
sebagai suatu norma yang menjabarkan dan merupakan pencerminan kehendak
untuk terus menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat
Indonesia secara adil dan merata. Tujuan Yayasan adalah di bidang sosial,
keagamaan, dan kemanusiaan, kegiatan tersebut antara lain meliputi kegiatan di
bidang pendidikan, kesenian, hak asasi manusia, olah raga, perlindungan
konsumen, lingkungan hidup, kesehatan dan ilmu pengetahuan.! Bidang-bidang
kegiatan Yayasan tersebut merupakan pengejawantahan beberapa Pasal di
dalam UUD N RI Tahun 1945 yaitu Pasal 27 ayat (1) dan (2), Pasal 31 dan
Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3).? Sehingga suatu nilai filosofis di dalam undang-
undang Yayasan adalah sebagai sebuah kemutlakan.

! Penjelasan Pasal 8 UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
2 Pasal 27 Ayat (1) dan (2), Pasal 31, Pasal 34 UUD N RI Tahun 1945.
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Kebijakan Pemerintah telah memberi peran kepada Yayasan sebagai
penyelenggara kesejahteraan sosial dalam  menunjang terwujudnya tujuan
negara (ide negara) yang merupakan tugas pemerintah dalam mensejahterakan
rakyatnya. Melalui UU Yayasan, pemerintah memberi kebijakan kepada Yayasan
dapat melakukan kegiatan usaha, agar Yayasan mampu berperan dalam
kerangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan
tujuan mensejahterakan masyarakat tersebut, secara horizontal pemerintah
mengeluarkan undang-undang lain yang memberikan legalitas peran Yayasan
dalam mensejahterakan masyarakat.

Undang-undang lain yang memberi legalitas peran Yayasan dalam
mensejahterakan masyarakat, dijumpai dalam peraturan perundang - undangan
berikut : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang
Organisasi Kemasyarakatan jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16
Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ormas). Organisasi masyarakat
(Ormas) merupakan organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat,
secara sukarela berdasar pada kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan,
kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan
demi tercapainya tujuan negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasar
pada Pancasila.® Peran dan fungsi ormas dalam pembangunan memberi

konsekuensi memenuhi kaidah ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba

Pasal 27 Ayat (1) : Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
Ayat (2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan.
Pasal 31 Ayat (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, (2) setiap warga negara wajib
mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya, (3) pemerintah mengusahakan
dan menyelenggarakan satu sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan
ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan
undang-undang, (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh
persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja
daerah untuk memenuhi kebuuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, (5) Pemerintah
memajukan ilmu pengetahua ndan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan
persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.
Pasal 34 Ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, (2) Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang
lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, (3) Negara bertanggung jawab
atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

3 Pasal 1 Ayat (1) UU Ormas
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yang demokratis, professional, mandiri, transparan, dan akuntabel.” Ormas
didirikan oleh 3 (tiga orang) warga negara Indonesia atau lebih, kecuali Ormas
yang berbadan hukum Yayasan.’

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang
Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang
menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat,® yang
diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan,
etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti
diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta
mempunyai fungsi sosial.” Rumah sakit berdasarkan pengelolaannya dapat dibagi
menjadi Rumah Sakit Publik dan Rumah Sakit privat.> Rumah sakit publik dapat
dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan badan hukum yang bersifat
nirlaba.’ Badan hukum nirlaba dimaksud adalah badan hukum yang sisa hasil
usahanya tidak dibagikan kepada pemilik, melainkan digunakan untuk
meningkatkan pelayanan yaitu antara lain Yayasan, Perkumpulan dan
Perusahaan Umum.*

Rumah sakit privat dikelola oleh badan hukum dengan tujuan profit yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau Perseroan.!! Berdasarkan pada UU RI No. 44
Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, badan hukum Yayasan sebagai pengelola
Rumah Sakit dengan mendirikan badan usaha berbentuk Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 Tentang
Penanganan Fakir Miskin. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak
mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata
pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar
yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.'” Penanganan fakir
miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan

Pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan,

* Pasal 4 UU Ormas

> Pasal 9 UU Ormas

® Pasal 1 Butir 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

7 Pasal 2 Butir 1 UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

8 pasal 20 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

° Pasal 20 Ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

19 penjelasan Pasal 20 Ayat (2) UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
11'pasal 21 UU RI No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

12 pasal 1 Butir 1 UU RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin



L]

.aC.|

.ub

.

repository

UNIVERSITA

<
<
s
:

program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.’* Penanganan kepada fakir
miskin diselenggarakan berdasar pada asas kemanusiaan, keadilan  sosial,
nondiskriminasi, kesejahteraan, kesetiakawanan dan pemberdayaan.'* Peran
masyarakat dalam  penanganan fakir miskin, meliputi peranannya sebagai
penyelenggara dan pengawasan penanganan fakir miskin, dan dilakukan oleh :
badan usaha, organisasi kemasyarakatan, perseorangan, keluarga, kelompok,
organiasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan
atau pelaku usaha.”

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang
Kesejahteraan Sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya
kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak
dan mampu mengembangkan diri, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.*
Penyelenggaraan kesejahteraan sosial ditujukan kepada: perseorangan;
keluarga; kelompok; dan/atau masyarakat. Dan diprioritaskan kepada mereka
yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki
kriteria masalah sosial, meliputi : a. kemiskinan; b. ketelantaran; c. kecacatan; d.
keterpencilan; e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku; f. korban bencana;
dan/atau g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.'’

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial diselenggarakan berdasarkan pada
asas kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan,
keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, professional dan keberlanjutan.'® Dan
merupakan upaya yang terarah terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan
Pemerintah, Pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi
rehabilitasi sosial, jamian sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.*
Lembaga kesejahteraan sosial yang didirikan oleh masyarakat untuk

menyelenggarakan kesejahteraan sosial tersebut dilakukan oleh organisasi

13 pasal 1 butir 2 UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

14 pasal 2 UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

15 pasal 41 ayat (1) UU RI No. 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin

16 pasal 1 butir 1 UU RI No. 11 tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

7 pasal 5 ayat (1) dan (2) UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
18 pasal 2 UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

19 pasal 1 ayat (2) UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
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berbadan hukum atau tidak berbadan hukum,”’ dalam undang-undang ini
Yayasan dikategorikan sebagai organisasi berbadan hukum.

Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Tinggi. “Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”.?’ Kelompok layanan
pendidikan yang menyelenggarakan satuan pendidikan terdiri dari pendidikan
jalur formal, nonformal, dan in formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.?

Yayasan, Perkumpulan, sebagai badan penyelenggara pendidikan di
Indonesia sejak jauh sebelum Indonesia merdeka, dan pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, yang menyatakan Pasal 53
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) konstitusional
sepanjang frasa “badan hukum pendidikan” dimaknai sebagai sebutan fungsi
penyelenggara pendidikan dan bukan sebagai bentuk badan hukum tertentu.?
Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang  didirikan oleh
Masyarakat berbentuk badan hukum seperti Yayasan, Perkumpulan perserikatan,
badan wakaf, dan sebagainya.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi. “Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah
pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana,
program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis,
yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia”.?* Satuan pendidikan yang = menyelenggarakan pendidikan tinggi
disebut Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi berdasarkan pendiri dan
penyelenggaranya dibagi atas peguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi

20 pasal 1 butir 7 UU RI No. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.

21 pasal 1 butir 1 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

22 pasal butir 10 UU RI No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi

2 putusan Mahkamah Konstitusi No. : 11-14-21-126-136/PUU-VII/2009, Tanggal 30
Desember 2009, him. 53

4 pasal 1 butir 2 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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swasta, perguruan tinggi Negeri didirikan dan diselenggarakan oleh Pemerintah,
sedangkan Perguruan Tinggi Swasta didirikan dan diselenggarakan oleh
masyarakat.”> Didirikan oleh masyarakat melalui badan hukum berprinsip nirlaba
seperti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum yang lain sesuai peraturan
perundang-undangan.®®

Yayasan di bidang Pendidikan Tinggi, memiliki tanggung jawab besar,
tidak hanya kepada masyarakat yang pemenuhan kebutuhan pendidikannya
diperoleh  melalui Yayasan, namun juga kepada bangsa dan negara melalui
kontribusi sumber daya manusia (SDM) yang dihasilkan oleh lembaga perguruan
tinggi yang didirikan oleh Yayasan.

Berdasarkan pada konferensi pendidikan tinggi yang diselenggarakan
oleh UNESCO menetapkan bahwa pendidikan merupakan pilar fundamental bagi
penegakan hak asasi manusia, demokrasi, pembangunan berkelanjutan, dan
perdamaian. Deklarasi juga menegaskan bahwa pendidikan tinggi harus mampu
memberikan kontribusi dan solusi bagi kehidupan masyarakat di masa depan.?’

Menyadari pentingnya pengembangan pendidikan tinggi dan penguatan
kualitas, relevansi dan solusi yang harus diberikan oleh pendidikan tinggi bagi
kehidupan global, maka tidak hanya kian menuntut peran serta pemerintah saja,
akan tetapi juga membutuhkan daya dukung stakeholder, media, kalangan
professional dan masyarakat secara luas yang memiliki beragam sumber daya
nasional dan internasional.”®

Yayasan yang kegiatan usahanya di bidang pendidikan tinggi memiliki
tanggungjawab memajukan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan
melalui institusi-instituasi perguruan tinggi yang didirikan. Sebagai badan
penyelenggara pendidikan tinggi, Yayasan harus tunduk pada undang-undang
yang mengatur tentang pendidikan tinggi yaitu Undang-undang Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, undang-undang ini
merupakan undang-undang /ex specialis yang mengatur tentang pendidikan
tinggi di Indonesia.

% pasal 1 butir 6, 7, 8 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

% pasal 60 ayat (2) dan (3) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

%’ World Declaration on Higher Education for the Twenty-first Century : Vision
and Action and Framwork for Prioriyt Action for Change and Development in Higher
Education. Paris : The World Conference on Higher Education. Higher Education in the Twenty-
Fist Century : Vision and Action. 9 October 1998. HIim 1.

2 Ibid.



L]
oI

b.ac

.

repository.u

IVERSITAS

UN

<
<
s
:

Sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi, Yayasan tidak lepas dari
tuntutan untuk selalu meningkatkan kualitas mutu pendidikan seiring dengan
perkembangan ilmu pengetahuan yang terus melaju pesat di masyarakat. Dan
untuk memenuhi hal tersebut, diperlukan dana yang tidak sedikit, sehingga
merupakan kewajiban bagi Yayasan untuk mengupayakan pemenuhannya. Oleh
karena itu Yayasan oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan
kegiatan usaha sehingga Yayasan mampu memenuhi kebutuhan dana untuk
menyelenggarakan kegiatannya dan tidak harus bergantung pada pemberian dari
para donatur.

Perguruan tinggi yang diselenggarakan Yayasan, juga dapat mengalami
situasi sulit dan Yayasan tidak memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk
mengelola lembaga Perguruan Tingginya. Ketidak mampuan Yayasan antara lain
dapat disebabkan karena = perguruan tinggi mengalami penurunan jumlah
mahasiswa, penurunan tersebut dapat karena berkurangnya animo masyarakat
kepada lembaga perguruan tinggi atau karena jenis program studi yang
ditawarkan tidak lagi diminati oleh masyarakat karena tidak sesuai dengan
kebutuhan yang saat itu diperlukan oleh masyarakat.

Ketidakmampuan perguruan tinggi swasta yang didirikan oleh Yayasan,
juga dapat terjadi karena ketidakmampuannya dalam memenuhi sumber daya
manusia yang meliputi jumlah dan mutu dosen sesuai dengan bidang keilmuan
dari program studi yang diselenggarakan, dan kebutuhan tenaga kependidikan
yang profesional. Selain itu ketidakmampuan dalam memenuhi sarana dan
prasarana perguruan tinggi sesuai dengan yang = telah ditetapkan dalam
ketentuan perundang - undangan.

Kesulitan-kesulitan Yayasan yang berkepanjangan dan tidak terpecahkan,
tidak hanya menjadi permasalahan di internal Yayasan, namun juga menjadi
persoalan bagi masyarakat, dan bagi negara dalam hal ini pemerintah. Karena
penyelenggaraan pendidikan tinggi yang tidak sehat akan berpotensi pada
kualitas sumber daya manusia yang dihasilkannya. Masyarakat akan rugi karena
mendapatkan pendidikan yang tidak bermutu, dan pada akhirnya juga
berpotensi pada kualitas sumber daya manusia sebagai sumbang sih Yayasan
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UU Yayasan mengatur bentuk penggabungan Yayasan.?
Definisi penggabungan dalam Black’s Law Dictionary, dengan istilah
merger memiliki definisi sebagai berikut : fusion or absorption of one thing or

right into another,” yang berarti fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu

repository.u

subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting. Subjek yang
kurang penting itu kemudian membubarkan diri. Dengan demikian merger
perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, di mana salah satu
diantaranya akan lenyap (dibubarkan). Dalam istilah hukum perusahaan merger
adalah tindakan penggabungan dua perusahaan sesuai dengan syarat-syarat
yang ditetapkan oleh undang-undang, di mana satu dari beberapa perusahaan
tetap bertahan dan yang lainnya hilang.*

Istilah- penggabungan menurut Munir Fuady, dikenal dengan istilah
merger adalah sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak
benda atau hak lainnya.* Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam hal ini fusi
atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan
subjek lain yang lebih penting, dan subjek yang kurang tersebut kemudian
membubarkan diri.*

Dalam undang-undang Yayasan tentang penggabungan di definisikan
dengan sangat sederhana, sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU
Yayasan, menyatakan bahwa penggabungan merupakan perbuatan hukum yang
dilakukan dengan bergabungnya satu Yayasan atau lebih kepada Yayasan lain
dan karena hukum Yayasan yang bergabung menjadi bubar. Ketentuan tersebut
hanya menegaskan bahwa dalam penggabungan Yayasan, maka yayasan
penggabung menjadi bubar, selain itu tidak ada penjelasan lain tentang
penggabungan. Namun lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang
Yayasan, pada Pasal 1 butir ke 2 dijelaskan kembali bahwa definisi

penggabungan Yayasan, adalah sebagai berikut : “Penggabungan adalah

AS

2 pasal 57 ayat (2) angka 1 UU Yayasan

30 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minn: West Publishing Co.,
1991), him. 682.

3! Ibid,

32 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Cetakan ke-I, (Bandung: PT. Citra Aditya
Bakti, 1999), Him. 2.

3 Ibid.
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menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya
karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri
dan Yayasan yang menggabungan diri bubar karena hukum tanpa perlu
likuidasi”.
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Tentang penggabungan Yayasan lebih lanjut diatur pada pasal 60 ayat (1)
UU Yayasan, norma tersebut menyatakan bahwa penggabungan diikuti dengan
perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri, maka akta
perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan, dan pada sisi lain
tentang perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan menteri,
sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 21 ayat (1) UU Yayasan adalah
merupakan jenis perubahan Anggaran Dasar yang meliputi perubahan nama
Yayasan dan jenis kegiatan Yayasan, sementara perubahan Anggaran Dasar
selain itu sifatnya cukup pemberitahuan kepada menteri.

Berikut bunyi norma hukum @ yang mengatur tentang proses
penggabungan dan yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar
Yayasan, adalah sebagai berikut :

Pasal 60 ayat (1) :

“Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran
Dasar yang memerlukan persetujuan menteri, maka akta perubahan
Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri untuk
memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan”. **
Pasal 21 ayat (1) (2) :
(1) “"Perubahan Anggaran Dasar yang meliputi nama dan kegiatan
Yayasan harus mendapat persetujuan Menteri.”
(2) “perubahan Anggaran Dasar mengenai hal lain cukup diberitahukan

kepada Menteri”.*
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34 pasal 60 Ayat (1) UU Yayasan
3 pasal 21 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan
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Legal problem penelitian sebagaimana diuraikan diatas, penulis paparkan

ke dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1

Fakta Normatif Penggabungan Yayasan
Menurut UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 16
Tahun 2001 Tentang Yayasan

Pasal 57 (1)

Pasal 60 (1)

Pasal 21 (1), (2)

Perbuatan hukum
penggabungan
Yayasan dapat
dilakukan dengan
menggabungkan 1
(satu) atau lebih
dengan Yayasan lain,
dan mengakibatkan
yayasan yang
menggabungkan diri
menjadi bubar.

Dalam hal
penggabungan Yayasan
diikuti dengan perubahan
AD yang memerlukan
persetujuan Menteri,
maka perubahan AD
Yayasan wajib
disampaikan kepada
Menteri untuk
memperoleh persetujuan
dilampiri akta

Ayat (1) : Perubahan AD
yang meliputi merubah
nama & kegiatan
Yayasan harus mendapat
persetujuan Menteri.

Ayat (2):Perubahan AD
mengenai hal lain cukup
diberitahukan kepada
Menteri.

penggabungan.

Sumber : bahan hukum primer yang dikontruksikan oleh penulis

Sementara berdasarkan konsep penggabungan, pihak yang menggabung
menjadi bubar, selain itu juga diikuti beralihnya asset penggabung ke penerima
penggabungan, dan pada sisi penerima penggabungan merupakan badan hukum
yang tetap eksis tanpa ada perubahan identitas dan tanpa perubahan jenis
kegiatan.®®

Berdasar pada penggaturan penggabungan sebagaimana tersebut di atas,
Pasal 60 ayat (1) merupakan norma hukum vyang mengatur proses
penggabungan Yayasan nhamun dinormakan dengan konsep yang belum lengkap.
Dengan pengaturan vyang demikian dalam praktik penggabungan Yayasan

menimbulkan pemahaman bagi organ Yayasan, bahwa penggabungan Yayasan

% Disarikan dari Kamus Hukum yaitu Black’s Law Dictionary dan Kamus Bahasa, pendapat
para ahli seperti Joe G. siegel, A.A. Groppelli dan Ehsan Nikbakht, James C. Van Horne dan John M.
Wachowicz Jr, Munir Fuady, Cita Yustisia Serfiyani, Rudhi Prasetya. Dari hukum positif di Indonesia
yaitu peraturan perundang — undangan antara lain UU RI No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas,; UU RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,; PP No. 27 Tahun 1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas , yang mengatur tentang
Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan
Akuisisi Bank; UU RI No 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang mengatur Kewajiban perusahaan
yang melakukan Penawaran Umum; Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Nomor KEP-
52/PM/1997 tentang Penggabugnan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten.
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usaha dari Yayasan bukan merupakan bagian dari konsep dalam penggabungan
Yayasan.

Akibat  hukum  penggabungan Yayasan pada Yayasan yang
menyelenggarakan kegiatan di bidang pendidikan Tinggi, ada masyarakat
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Perguruan Tinggi yakni civitas akademika yang  terdiri dari dosen dan
mahasiswa, serta tenaga kependidikan yaitu masyarakat yang mengabdikan
diri sebagai penunjang penyelenggara pendidikan tinggi. Dalam perspektif UU
Yayasan, dosen dan tenaga kependidikan berkedudukan sebagai karyawan
Yayasan yang menjalankan kegiatan usaha Yayasan, sementara mahasiswa
adalah masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha yang
didirikan oleh Yayasan. Keberadaan mereka baik dosen, tenaga kependidikan dan
mahasiswa belum mendapatkan jaminan perlindungan hukum di dalam UU
Yayasan. Namun meskipun demikian dengan adanya undang-undang yang
mengatur secara sektoral yakni Undang-undang guru dan dosen serta undang-
undang ketenaga kerjaan, maka kedudukan dosen dan tenaga kependidikan
masih relatif terlindungi.

Tentang pemutusan hubungan kerja (PHK), dalam sistem hukum di
Indonesia tidak ada upaya hukum apapun untuk menolak hal tersebut. Dalam
hal penggabungan Yayasan, karena alasan peningkatan efisiensi dan
perampingan organisasi badan usahanya, maka PHK dapat saja tidak dapat
untuk dihindarkan, dan PHK tersebut PHK sah asalkan untuk dilakukan jika
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang
berlaku. Sebaliknya jika di dalam penggabungan tersebut tidak bermaksud untuk
melakukan PHK dan oleh karenanya tidak akan memberikan paket pesangon,
namun dalam hal ada karyawan yang mengundurkan diri, maka tetap
memperhatikan peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan guna
menentukan kompensasi, dengan sebelumnya meminta untuk menandatangani
surat pengundurkan diri bagi pihak karyawan yang tidak ingin bergabung. Dalam
hal tersebut Dosen relatif cukup terlindungi dengan UU Nomor 14 Tahun 2005

AS

Tentang Guru dan Dosen. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 butir 8,

IVERSIT
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antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Pasal 75 UU Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen menyatakan

bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau
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satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam
pelaksanaan tugas. Perlindungan terhadap Dosen yakni meliputi perlindungan
hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan
kerja. Selain itu mencakup juga perlindungan terhadap tindakan kekerasan,
ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak
peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain,
dan perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas
dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan, pemberian imbalan
yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan
otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat
dosen dalam pelaksanaan tugas.’’

Jaminan perlindungan hukum bagi tenaga kependidikan, ketika
penggabungan yayasan alternatif terburuk harus ada PHK, maka tenaga
kependidikan telah cukup terlindungi oleh UU RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan, yaitu dalam pasal 131 ayat (2) dan (3) yang menyatakan
sebagai berikut :*®

(1) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) dan masing-
masing perusahaan mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian
kerja bersama yang berlaku adalah perjanjian kerja bersama yang lebih
menguntungkan pekerja/buruh.

(2) Dalam hal terjadi penggabungan perusahaan (merger) antara perusahaan
yang mempunyai perjanjian kerja bersama dengan perusahaan yang
belum mempunyai perjanjian kerja bersama maka perjanjian kerja
bersama tersebut berlaku bagi perusahaan yang bergabung (merger)
sampai dengan berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja bersama.

Pada sisi lain kedudukan Mahasiswa, ketika terjadi penggabungan

AS

Yayasan Pendidikan Tinggi dimana mahasiswa yang menempuh studi dirugikan

IVERSIT
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37 pasal 57 Ayat (1), (2), (3), (4), (5) UU Yayasan
38 pasal 131 Ayat (2) dan (3) UU RI No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
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Kedudukan mahasiswa dari Yayasan penggabung berpotensi dirugikan dalam
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penggabungan Yayasan sangat terbuka lebar. Bentuk-bentuk kerugian bagi
mahasiswa tersebut meliputi hal-hal berikut :
a. mahasiswa akan dirugikan dari segi waktu lulus yang menjadi mundur, hal

ini dikarenakan adanya : 1). perbedaan sebaran kurikulum mata kuliah yang

repository.u

berbeda antara Yayasan perguruan tinggi penggabung dengan Yayasan
Perguruan Tinggi penerima penggabungan; 2). perbedaan sistem
penyelesaian studi yang masing-masing Perguruan Tinggi memiliki aturan
sendiri-sendiri, pada Perguruan Tinggi penggabung yang menggunakan
sistem paket, akan merugikan mahasiswa Yayasan penggabung yang
sebelumnya menggunakan sistem penerapan SKS murni.

b. mahasiswa dapat dirugikan, ketika penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi
juga diikuti dengan perubahan lokasi perguruan tinggi. Perpindahan lokasi
Perguruan Tinggi yang cukup jauh dari yang sebelumnya, dapat menambah
beban pengeluaran mahasiswa dalam menempuh studi dari yang
sebelumnya.

Kerugian-kerugian mahasiswa tersebut di atas, selain rugi dalam  waktu

menyelesaikan studi, mahasiswa juga dirugikan dari segi finansial yang menjadi

lebih besar pengeluaran biaya untuk menyelesaikan pendidikannya.

Demikian halnya ketika mahasiswa tidak menghendaki penggabungan
dan menginginkan untuk pindah ke Perguruan Tinggi lain, maka hal tesebut juga
akan merugikan pihaknya, yakni selain waktu lulus menjadi mundur dari target,
mahasiswa juga harus mengeluarkan biaya untuk pindah di perguruan tinggi lain.
Selain kerugian-kerugian tersebut, pada sisi lain fakta di masyarakat proses
mahasiswa pindah dari perguruan tinggi satu keperguruan tinggi lain bukanlah
proses yang dapat seketika dilakukan, setidaknya ada proses yang
membutuhkan waktu dimana mahasiswa tersebut harus terlebih dahulu
dinyatakan pindah ke perguruan tinggi lain, dan selanjutnya pada perguruan
tinggi penerima memerlukan waktu untuk mengkonversi nilai, sementara

berdasarkan pada kalender akademik dan pelaporan dalam PDDikti seluruh

AS

perguruan tinggi di Indonesia dilakukan dalam waktu yang sama, maka tidak
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tersebut, dan memungkinkan ada jeda waktu satu semester untuk proses
perpindahan tersebut.

Fakta lain bagi mahasiswa status pindahan selain hal-hal diatas,

adakalanya suatu perguruan tinggi memberlakukan kebijakan syarat bagi
mahasiswa pindahan seperti nilai akreditasi program studi perguruan tinggi asal
setidaknya harus memiliki tingkat nilai akreditasi yang sama atau lebih tinggi
dari perguruan tinggi penerima pindahan.
Perguruan tinggi penerima juga harus mempertimbangkan ratio dosen dan
mahasiswa, sehingga pada suatu Perguruan Tinggi yang telah memiliki jumlah
mahasiswa yang telah terpenuhi ratio tersebut tidak dapat menerima mahasiswa
pindahan. Artinya bahwa mahasiswa tersebut hanya dapat pindah ke suatu
perguruan tinggi yang dapat menampung secara ratio jumlah masih kurang,
yang pada umumnya perguruan tinggi yang demikian adalah perguruan tinggi
yang kurang diminati oleh masyarakat.

Selain hal-hal ditas bagi suatu perguruan tinggi yang  menerima
mahasiswa pidahan ditinjau dari sisi akreditasi program studi maupun akreditasi
institusi, tidak menguntungkan bagi intitusi karena meskipun suatu perguruan
tinggi menerima jumlah mahasiswa yang banyak, namun berdasarkan pada
butir-butir borang akreditasi khususnya dalam standar 3 (tiga) akreditasi
perogram studi,*® mahasiswa yang berstatus pindahan tidak memiliki kontribusi
yang dapat mendongkrak nilai akreditasi baik di tingkat program studi maupun
institusi Perguruan Tinggi.

Penggabungan Yayasan Perguruan Tinggi dimaknai oleh Organ Yayasan
sebagai penggabungan asset, di dalam praktik di masyarakat dapat dijumpai
dari beberapa penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi antara lain pada
penggabungan Universitas Putra Bangsa (UPB) Surabaya dibawah naungan
Yayasan Panca Bhakti Surabaya yang bergabung dengan Universitas Pelita
Harapan (UPH) Surabaya dalam naungan Yayasan Universitas Pelita Harapan.
Dalam penggabungan tersebut digunakan istilah Pengalih kelolaan Universitas

3 Standar 3, butir- butir Borang Akreditasi Program Studi, dan Akreditasi Institui
Perguruan Tinggi, yang mana dalam standar tersebut hanya menghitung mahasiswa reguler dan
bukan mahasiswa jarul transfer atau pindahan. Sehingga pada suatu pogram studi yang memiliki
mahasiswa dalam jumlah banyak namun statusnya adalah mahasiswa pindahan atau yang disebut
dalam standar 3 borang akreditasi sebagai mahasiswa transfer, maka jumlah mahasiswa tersebut
tidak dapat di ajukan dalam akreditasi untuk menambah point nilai akreditasi.
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Putra Bangsa di Surabaya yang diselenggarakan oleh Yayasan Panca Bhakti
Surabaya kepada Yayasan Universitas  Pelita Harapan sebagaimana telah
diputuskan melalui keputusan menteri Pendidikan Nasional RI No. 69/D/0/2006
yang ditandatangani oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Satryo Soemantri
Brodjonegoro, tertanggal 15 mei 2006.” Dalam penggabungan tersebut tidak
disertai dengan pengalih kelolaan sivitas akademika perguruan tinggi yayasan
penggabung yakni Dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan universitas Putra
Bangsa ke sivitas akademika Perguruan Tinggi Universitas Pelita Harapan
Surabaya.*

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa mahasiswa merupakan
pihak yang masih berpotensi untuk dirugikan ketika terjadi penggabungan
Yayasan. Tidak terlindunginya hak-hak bagi mahasiswa untuk memperoleh
pendidikan tanpa dirugikan ketika terjadi penggabungan Yayasan Pendidikan
Tinggi, menunjukkan adanya ketidak adilan bagi mahasiswa untuk memperoleh
hak pendidikannya yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dengan tidak
dikurangi hak-haknya dalam menjalankan studinya, sehingga pengaturan
penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi pada saat ini masih diatur dengan
suatu kosep yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UUD N
Republik Indonesia Tahun 1945, dan alenia ke 4 UUD Negara RI Tahun 1945.

Bertitik tolak dari pengaturan penggabungan Yayasan, khususnya bagi
Yayasan Pendidikan Tinggi sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat
permasalahan dalam  pengaturannya, baik pada tataran filsafati, teori dan
yuridis.

Problematika pada tataran filsafati meliputi tiga problematika yaitu
problematikan ontologi, epistemologi, dan axiologi :  Problematika ontologi,
hakikat penggabungan Yayasan adalah agar Yayasan dapat terus memberikan

manfaatnya bagi masyarakat, namun penggabungan Yayasan justru berpotensi

40 http://www.surabayanewsweek.com/2015/10/diduga-palsu-ijasah-sarjana-m-

samanhudi.html, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

1 penggabungan Yayasan tersebut tidak disertai dengan memutasikan mahasiswa dari
Universitas Putra Bangsa ke Universitas Pelita Harapan, hal ini dapat diketahui berdasarkan dari
data Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI), bahwa Universitas Pelita Harapan mulai
menerima mahasiswa baru di Tahun Akademik 2009/2010 dan seluruh status mahasiswa tersebut
adalah peserta didik baru, dan bukan pengalihan dari mahasiswa Putra Bangsa. Dalam PDDIKTI
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/detail/ QOQ5QTFDNTEtMOEXOC00QzVDLUFGMUELQjA4QT
BFQOUzRKND/O, di akses pada tanggal 5 Nopeber 2019.



http://www.surabayanewsweek.com/2015/10/diduga-palsu-ijasah-sarjana-m-samanhudi.html
http://www.surabayanewsweek.com/2015/10/diduga-palsu-ijasah-sarjana-m-samanhudi.html
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/detail/Q0Q5QTFDNTEtM0ExOC00QzVDLUFGMUEtQjA4QTBFQ0UzRkND/0
https://forlap.ristekdikti.go.id/mahasiswa/detail/Q0Q5QTFDNTEtM0ExOC00QzVDLUFGMUEtQjA4QTBFQ0UzRkND/0
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merugikan masyarakat, khususnya masyarakat yang terkait dengan badan

b.ac

usaha Yayasan.

Problematika epistemologi, cara pengaturan proses penggabungan
Yayasan sebagaimana diatur dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Yayasan,
masih diatur dengan konsep penggabungan yang tidak lengkap.

repository.u

Problematika axiologi, penggabungan Yayasan merugikan masyarakat,
yaitu masyarakat yang terkait dengan badan usaha Yayasan penggabung,
sehingga dalam konteks penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi yang
maksud dan tujuan penggabungan tersebut agar suatu Yayasan terus dapat
mencapai  maksud dan tujuan pendiriannya yakni untuk mencerdaskan
masyarakat khususnya masyarakat yang pendidikannya dipenuhi melalui Yayasan
Pendidikan Tinggi. Dengan demikian penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi
untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat melalui jalur pendidikan
belum dapat tercapai.

Problematika teoritis, pengaturan penggabungan Yayasan belum
berkeadilan bagi masyarakat yang terkait dengan kegiatan usaha Yayasan.
Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi belum melindungi mahasiswa
sehingga penggabungan menimbulkan ketidak adilan bagi mahasiswa
penggabung, dengan demikian konsep penggabungan Yayasan yang ada pada
saat ini masih diatur dengan tidak sejalan dengan teori perlindungan hukum, dan
teori perundang - undangan, selain itu penggabungan Yayasan juga
bertentangan dengan teori badan hukum kekayaan bertujuan.

Problematika Yuridis : ada norma hukum yang diatur dengan konsep

penggabungan yang tidak lengkap yaitu Pasal 60 ayat (1) UU Yayasan.

1.2. Rumusan Masalah
Uraian latar belakang permasalahan sebagaimana di atas, maka
penelitian ini akan membahas permasalahan-permasalahan sebagai berikut :
1. Apa makna penggabungan bagi Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan
Tinggi ?
2. Apa ratio legis Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas UU RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang
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mengatur  penggabungan dan korelasinya dengan Yayasan yang
menyelenggarakan Pendidikan Tinggi ?

3. Bagaimanakah Rekonsepsi Pengaturan penggabungan Yayasan pasal 60 ayat

(1) UU Yayasan dan kaitannya dengan Pendidikan Tinggi ?

1.3. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini yaitu :
1. Untuk mendiskripsikan, menganalisis, merumuskan dan menemukan makna

penggabungan Yayasan yang bergerak di bidang Pendidikan Tinggi

2. Untuk mendiskripsikan, menganalisis dan menemukan ratio legis ketentuan

Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI
Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan yang mengatur penggabungan dan
korelasinya dengan Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

3. Untuk menganalisis dan menemukan yang seharusnya konsep pengaturan

penggabungan Yayasan Dalam Pasal 60 ayat (1) UU Yayasan, dan Kaitannya
Dengan Pendidikan Tinggi.

1.4. Manfaat Penelitian
1.4.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran sebagai usaha
dalam pengembangan ilmu hukum secara umum dan hukum Yayasan
secara khusus, yaitu tentang pengaturan konsep penggabungan bagi
Badan Hukum Nirlaba khususnya Yayasan.

2. Sebagai bahan kepustakaan bagi kepentingan yang bersifat akademis
serta sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan
literatur dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Dewan Perwakilan Rakyat, hasil penelitian Rekonsepsi Penggabungan
Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam UU RI No. 28 Tahun 2004 tentang
Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, sebagai
dasar acuan melakukan perubahan penyempurnaan terhadap
peraturan perundang-undangan  yang mengatur  tentang

penggabungan Yayasan dan peraturan perundang - undangan
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tentang Pendidikan Tinggi, khususnya tentang pengaturan perubahan
perguruan tinggi.

2. Bagi Pemerintah (Menteri Hukum dan Hak asasi manusia, Menteri
Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi), dari hasil penelitian ini dapat
dijadikan sebagai acuan pembuatan peraturan pelaksana undang-
undang Yayasan dan peraturan pelaksana undang-undang pendidikan
tinggi, khususnya tentang penggabungan Yayasan dan tentang
perubahan Perguruan Tinggi.

3. Kepada organ Yayasan khususnya yang bergerak di bidang
pendidikan tinggi, dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai
acuan di dalam melaksanakan proses penggabungan Yayasan dan
Perguruan Tingginya, bahwa pada hakikatnya penggabungan Yayasan
Pendidikan Tinggi bukan hanya penggabungan asset Yayasan,
melainkan juga penggabungan dari masyarakat yang  memiliki
keterkaitan dengan tujuan didirikannya Yayasan.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang penulis lakukan, diperoleh beberapa
hasil penelitian yang berkaitan dengan Yayasan. Akan tetapi hasil penelitian yang
telah ada berbeda dengan penelitian penulis, yaitu Rekonsepsi
Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif UU RI No.
28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 16 Tahun 2001
Tentang Yayasan. Adapun hasil penelitian sebelumnya yang membahas
tentang Yayasan yang memiliki kesamaan dengan penelitian disertasi ini, peneliti
tabelkan sebagaimana di bawah ini.
Perbandingan dan kebaruan antara penelitian terdahulu dengan disertasi ini

adalah sebagai berikut :

Tabel 2
Orisinalias Penelitian
No | Peneliti/judul/ Persaaan & Kontribusi Penelitian
Tahun Perbedaan dengan Terdahulu untuk

Penelitian Terdahulu Disertasi ini
1 Chatamarrasjid Persamaan : Memberikan pemahaman
Ais, Fokus pada badan | bahwa tujuan yayasan
hukum Yayasan haruslah idealis, sosial
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Judul :
Tujuan Sosial
Yayasan, dan

Kegiatan  Usaha
Bertujuan Laba.

Disertasi.
Tahun 1998

Perbedaan :

Tujuan badan hukum
Yayasan mencakup sifat
sosial dan kemanusiaan.

Adapun disertasi ini
mengkhususkan pada
norma hukum
pengaturan konsep
Penggabungan Yayasan

dan kemanusiaan,
keberadaan yayasan
disebabkan  oleh sifat
tujuannya yang bukan
komerisal.

Dan  pemilik yayasan
adalah Masyarakat.

Dengan demikian
penggabungan Yayasan
Pendidikan Tinggi
memberi  kemanfaatan
yang besar  bagi
masyarakat oleh
karenanya
Penggabungan
Pendidikan harus diatur
secara adil, tidak
bertentangan dengan
prinsip.  —prinsip tujuan
badan hukum Yayasan

Penyelenggara
Pendidikan Tinggi.
Anwar Borahima, | Persamaan : Penelitian terdahulu
Fokus  pada badan | menegaskan yayasan

Judul :
Implikasi  Yuridis
Pemberlakuan

Undang-undang

No. 16 Tahun
2001

tentang Yayasan

hukum Yayasan

Perbedaan :

Pengurus adalah organ
penanggung jawab atas
penyelenggaraan
Yayasan.

Pada disertasi ini, bentuk

sebagai badan hukum
berimplikasi terhadap
tanggung jawab hukum
(administrasi,  Perdata,
dan Pidana) dari organ
yayasan.

Kontribusi dari penelitian
ini adalah tentang
tanggung jawab hukum

BRAWIJAYA

Disertasi. tanggung jawab organ [ dari organ  Yayasan
Tahun 2002 dalam melakukan | dalam melakukan
penggabungan Yayasan perjanjian
penggabungan.
Ayih Sutarih Persamaan : Penelitian  menunjukkan
Fokus pada badan | hubungan hukum antara
Judul : hukum Yayasan, | Yayasan dengan badan
Politik Hukum | khususnya kegiatan | usaha : bergeser atau
Pergeseran Asas | usaha Yayasan tidak  menggeser  sifat
Non Profit ke Arah sosial yayasan
Profit Dalam tergantung pada
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Pengaturan

Disertasi
Tahun 2015

Tentang Yayasan.

Perbedaan :

Meneliti pergeseran asas
dari non profit ke arah
profit

adapun pada disertasi ini
meneliti konsep
menggabung dan
melebur Yayasan.

Anggaran Dasar sebagai
wujud  janji  Yayasan
kepada Pemerintah dan
Masyarakat.

Keberadaan Yayasan
diperlukan oleh
pemerintah untuk
membantu
mensejahterakan
masyarakat yang

membutuhkannya, untuk
mencapai  itu,  harus
memenuhi dua sifat yaitu
sosial dan profit.

Kontribusi  dari  pada
penelitian ini :
kemanfaatan badan
hukum Yayasan bagi
masyarakat, sehingga
penggabungan = Yayasan
sebagai upaya agar
yayasan tetap dapat
mecapai maksud dan

tujuan adalah prioritas
yang harus diatur degan
benar dan adil, sehingga
memberi  kemanfaatan
bagi masyarakat, disisi
lain  untuk  memberi
kepastian hukum
pedoman penggabungan
yayasan penyelenggara
pendidikan  tinggi  di
masyarakat.

Penelitian Disertasi ini memiliki keterkaitan dengan penelitian-penelitian
terdahulu tentang Yayasan, kebaruan dari penelitian ini adalah menemukan
pengaturan konsep penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi yang berkeadilan
bagi masyarakat khususnya yang terkait dengan badan usaha Yayasan, dan

dalam konteks penggabungan Yayasan yang menyelenggarakan pendidikan

AS

tinggi kebaruan penelitian ini adalah konsep penggaturan penggabungan yang

berkeadilan bagi mahasiswa dari Yayasan Pendidikan Tinggi penggabung.
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REKONSEPSI PENGGABUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PERSPEKTIF UU RI NO. 28
TAHUN 2004 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NO. 16 TAHUN 2001 TENTANG YAYASAN

1.6. Desain Penelitian

Latar Belakang
Masalah

"

.

Problematika Filosofis
Ontologis : Hakikat penggabungan
Yayasan Pendidikan Tinggi,
terserapnya YPT Penggabung ke
dalam YPT penerima
penggabungan, dengan tujuan
dapat terselenggaranya PT untuk
mencapai maksud dan tujuan
pendirian. Namun penggabungan
YPT masih merugikan mahasiswa
penggabung.

Epistemologi : cara pengaturan

penggabungan dengan konsep
penggabungan  yang tidak
lengkap.

Axiologi : merugikan masyarakat.
Pada Yayasan Pendidikan Tinggi
tujuan mencerdaskan dan
mensejahterakan masyarakat
melalui jalur pendidikan belum

dapat tercapai.

Problematika Teoritis :
bertentangan dengan teori
perlindungan hukum, teori badan
hukum & teori perUUgan

Problematika Yuridis

ada norma hukum yg tidak
lengkap yaitu Ps 60(1) UU
Yayasan.

Rumusan
Masalah

"

s =

1. Apa makna
penggabungan bagi
Yayasan yang
bergerak di bidang

Pendidikan Tinggi ?

N\

v

2. Apa Ratio Legis Pasal 60
Ayat (1) UU RI No. 28
Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas UU RI

Nomor 16 Tahun 2001
Tentang  Yayasan yg
mengatur penggabungan

dan korelasinya dengan

—>
Yayasan yang
menyelenggarakan
pendidikan tinggi ?
3. Bagaimana rekonsepsi
pengaturan proses
_>

penggabungan Yayasan

ps 60 (1) UU Yayasan &

pengaturannya dim
penyelenggaraan

Pendidikan Tinggi ?

Kerangka Teoritis Metode . L
dan Konseptual Penelitian Hasil Penelitian
¥ i B . B
Jenis Makna penggabungan, tererapnya yayasan
T Perlindungan —»| Penelitian: L, penggabung kt_e Yz_ayasan penerima
Hukum Penelitian penggabungan ditandai dengan bubarnya
Hukum penggabung dan peralihan assetnya
Normatif kepada yayasan penerima penggabungan
untuk diurus lebih produktif lagi sehingga
Metode terus bermanfaat bagi masyarakat,
Teori Badan __,| Pendekatan: penggabungan PT menumbuhkan sinergi
Hukum Eﬁgg:]daar:]g- baru yakni mewujudkan pendidikan tinggi
Konseg yang lebih berkualitas.
Sejarah *
Sumber Ratio legis ps 60 (1) u/ kepastian hukum
Teori Keadilan Bahan yg berkeadilan bg masyarakat pd bdn ush
‘ —| Hukum: Yayasan, kepastian bahwa aset yg
Ei’i:ﬁ‘:r"'u'(”m dialihkan kepada yayasan penerima
Sekunéer —»| penggabungan di kelola dan diurus oleh
tersier. Yayasan yg dpt dipercaya kredibilitasnya
Teori Perundang- dengan tdk merugikan masyarakaF dari bu
undangan —»| Pengumpulan Yys. Pengabungan YPT u/memberikan
Bahan penyelenggaraan YPT yg lebih bermutu
Hukum: baa mhs penaaabunaan.
Studi Dokumen, I
dan v
mensistematisa Konsep Penggabungan YPT yang berkeadilan
Konsep : si dalam —| adl penggabungan berdasar nilai filantropi
- Penggabungan kelompok : (menyelamatkan mahasiswa), akuntabilitas dan
- Badan Hukum asas, teori dan keterbukaan.
- Yayasan dogma
- Badan Usaha ¢
- Pendidikan Anajisis
Tinggi Bahan Saran :
Hukum: DPR RI, merubah Pasal dan 60 (1) UU Yayasan
Preskriptif Dan Merubah ps 60(6) UU Nomor 12 tahun 2012

Tentang Pendidikan Tinggi.
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1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

b.ac

Penelitian Hukum adalah suatu proses guna menemukan aturan hukum,
prinsip-prinsip  hukum, juga doktrin-doktrin hukum, yang digunakan untuk

menjawab isu hukum yang dihadapi. Dengan memberi hasil penelitian preskriptif

repository.u

sebagai karakter dari iimu hukum.* Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji
norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang - undangan yang
memiliki  keterkaitan dengan penggabungan Yayasan sebagai badan
penyelenggara Pendidikan Tinggi, dengan titik anjak penelitian guna memahami
kondisi intrinsik aturan-aturan hukum, maka jenis penelitian ini merupakan

penelitian hukum.*®

1.7.2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan pada ilmu hukum digunakan untuk mendapat
informasi dari berbagai perspektif mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.
Pada penelitian ini menggunakan pendekatan statute approach (perundang —
undangan), Pendekatan conceptual approach (konseptual), dan pendekatan
historical approach (historis).

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan untuk mengkaji
peraturan perundang — undangan, yaitu berangkat dari ketidak lengkapan
ketentuan pasal 60 ayat (1) UU RI No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mengatur tentang proses
penggabungan. Pendekatan undang-undang juga digunakan untuk mengkaji
Pasal 60 ayat (6) UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pada
pasal ini ditemukan ketidak jelasan norma hukum yang mengatur tentang
pengaturan perubahan Perguruan Tinggi Swasta, dalam kaitannya dengan
badan penyelenggara Perguruan Tinggi dalam hal ini adalah Yayasan. Selain itu
pendekatan undang-undang juga digunakan untuk mencari ratio /egis diaturnya
ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU RI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dan dasar ontologis lahirnya

AS

NIVERSIT

2 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Edisi Revisi (Jakarta : Kencana Prenada
Media Group, 2005), him. 57-70
43 Ibid., him. 42
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undang-undang Yayasan.* Serta ratio legis ketentuan pasal 60 ayat (6) UU No.

b.ac

12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi dan dasar ontologis lahirnya Undang-
undang Pendidikan Tinggi.
Pendekatan konseptual (conceptual approach), adalah suatu pendekatan

yang digunakan untuk memperoleh kejelasan dan pembenaran ilmiah

repository.u

berdasarkan konsep-konsep hukum yang bersumber dari prinsip-prinsip hukum.
Meskipun tidak secara eksplisit konsep hukum dapat ditemukan di dalam
undang-undang.* Pendekatan ini dilakukan dengan melihat dan beranjak dari
pandangan-pandangan doktrin-doktrin yang berkembang hingga saat ini di dalam
ilmu hukum, pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin — doktrin
tersebut sebagai sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi
hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi, yang tujuannya untuk
menemukan ide yang melahirkan konsep-konsep hukum, pengertian hukum,
dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum.* Pada penelitian ini
menggunakan konsep penggabungan, konsep badan usaha, Konsep badan
hukum dan konsep Yayasan, dan konsep Perguruan Tinggi.

Pendekatan historis digunakan dalam rangka pelacakan sejarah lembaga
hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini membantu untuk memahami filosofi
dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Di samping itu melalui pendekatan ini
akan dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi
aturan hukum tersebut.¥ Pada penelitian ini pelacakan sejarah keberadaan
Yayasan Pendidikan Tinggi di Indonesia hingga perkembangannya sampai saat
ini, sejarah Yayasan vyang menyelenggarakan  pendidikan = tinggi dan
perkembangannya dan terkait penggabungan, serta sejarah yang

melatarbelakangi munculnya kegiatan penggabungan Yayasan di masyarakat.

1.7.3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.
Sumber bahan hukum pada penelitian ini menggunakan sumber bahan

hukum berikut :

AS

IVERSIT

“ Ibid.. him. 142
4 1bid., him. 177
* Ibid., him. 177-178
47 Ibid.. him. 166
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a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif

yakni mempunyai otoritas, meliputi perundang-undangan, yurisprudensi dan

perjanjian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri atas :

1)
2)
3)

4)

)

6)

7)

8)

9)

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

KUH Perdata

Undang-Undang RI No.16 Th. 2001 tentang Yayasan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132).
Undang-Undang RI No.28 Th. 2004 tentang Perubahan Atas UU RI
No.16 Th 2001 tentang Yayasan,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
Undang-Undang RI No.20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi. (diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 4 Desember
1961)

Undang-Undang RI No. 12 Th. 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
Undang-undang RI No. 44 Th. 2009 tentang Rumah Sakit, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).

Undang-undang RI No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial,
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430).

10)Undang-undang RI No. 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir

Miskin, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967).
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11)Undang-undang RI No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi
Kemasyarakatan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5430).

12) Undang-undang RI No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).

13)Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756).

14) Undang-undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria, (Lembaran Negara 1960-104, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 2043).

15)Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Lembaran Negara 1999
No. 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817).

16) Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan
Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah
17) Peraturan Pemerintah RI No. 63 Th.2008 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Yayasan

18) Peraturan Pemerintah RI No. 2 Th. 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah RI No. 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Yayasan

19) Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

20) Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 1999 tentang Merger,
Konsolidasi dan Akuisisi Bank. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 61 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Republik Indonesia
Nomor 3840)

21)SK Bank Indonesia No. 32/51/KEP/DIR tentang Persyaratan dan Tata

Cara Meger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank Umum.
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22)SK Direksi Bank Indonesia No. 32/52/KEP/DIR, tentang Persyaratan
dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Perkreditan
Rakyat.

23) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik

b.ac

Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan,

repository.u

Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan,
Pencabuan Izin Perguruan Tinggi Swasta, (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009.

24) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia  Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara
Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 523.

25)Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi
dan Peruguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 523.

26) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2013
tentang Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Akademi
Komunitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
597);

27)Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun
2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh pada
Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1580);

28) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100
Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan
Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan
Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
2009);

29) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 1

AS

Tahun 2017 tentang Pembukaan, Perubahan, dan Penutupan Program

IVERSIT

Studi di Luar Kampus Utama Perguruan Tinggi (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58);
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30) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 3

b.ac

Tahun 2018 tentang Penggabungan dan Penyatuan Perguruan Tinggi
Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 52),
31)Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126-136/PUU-
VII/2009, Pengujian Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009

repository.u

tentang Badan Hukum Pendidikan terhadap Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945,tanggal 31 Maret 2009.

32)Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan
penelitian ini.

33) Akta penggabungan Yayasan

b. Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder merupakan badan hukum yang menjelaskan
badan hukum primer, terdiri dari penjelasan peraturan perundang — undangan
yang  terkait dengan permasalahan dalam  penelitin ini, naskah akademik,
notulensi pembahasan, risalah sidang, rancangan undang-undang dari
pembentukan UU tentang Yayasan dan UU tentang Pendidikan Tinggi, doktrin
dan pendapat ahli, dan hasil penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Badan hukum tersier berupa badan hukum yang memberikan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan badan hukum sekunder yang terdiri atas
kamus dan ensiklopedia.

Sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier sebagaimana tersebut
di atas diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum vyaitu
perpustakaan, instansi terkait dan sumber bahan hukum juga diperoleh dari

internet.

1.7.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

AS

Bahan hukum penelitian, baik primer, sekunder dan tersier pada peneliti

IVERSIT

di peroleh sebagai berikut : Melakukan studi perpustakaan (/ibrary research)
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terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier pada beberapa perguruan
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tinggi yaitu  Perpustakaan Universitas Airlangga, Perpustakaan Universitas

b.ac

Diponegoro, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Universitas
Sunan Ampel Surabaya, Universitas Islam Indonesia, dan Universitas Brawijaya
Malang. Untuk melakukan pencarian atau penelusuran terhadap bahan hukum

yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diangkat. Meminta bahan

repository.u

hukum sekunder berupa risalah sidang, naskah akademik, notulen pembahasan
dengan Undang-undang terkait yang diteliti kepada antara lain dari pejabat
pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Sekretariat Jenderal DPR RI dan
Dokumentasi di masing-masing lembaga. Bahan hukum juga diperoleh melalui
buku-buku yang terkait dengan isu hukum, mengikuti seminar-seminar, focus

group discussion. Dan penelusuran melalui internet.

1.7.5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Guna memperoleh norma hukum yang seharusnya, selanjutnya langkah
dalam penelitian ini semua bahan hukum yang diperoleh dianalisis secara
preskriptit.*® untuk menghasilkan kesimpulan sebagai jawaban dari pemasalahan
yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis secara preskriptif tersebut dilakukan
dengan cara mengkaitkan antara bahan-bahan hukum dengan tujuan hukum,
selanjutnya hasil dari analsis tersebut mendapatkan kekurangan dari peraturan
yang ada sehingga dapat mengkontruksi peraturan hukum yang akan datang
(ius contituendum).

Teknik analisis bahan hukum digunakan terhadap masing-masing
permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut : Permasalahan pertama,
teknik yang digunakan dengan cara menggali makna penggabungan Yayasan
dan implikasi dari pengaturan dalam UU Yayasan bagi Yayasan yang bergerak
di bidang pendidikan tinggi yang di analisis dengan menggunakan teori badan
hukum dari A. Brinz yakni teori badan hukum kekayaan bertujuan, teori
perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Sacipto Rahardjo. Permasalahan
kedua untuk mencari ratio legis ketentuan pasal 60 ayat (1) UU Yayasan, teknik

analisis yang digunakan dengan menganalisis dokumen perumusan peraturan

IVERSITA

8 Sifat preskriptif merupakan sesuatu yang substansial dalam _ilmu hukum yang tidak
akan mungkin dapat dipelajari oleh disiplin lain. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum
mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan
norma-norma hukum. Peter Mahmud Marzuki, Ibid., him. 22
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perundang- undangan yang meliputi naskah akademik, risalah sidang peraturan
perundang- undangan dianalisis menggunakan teori keadilan, teori badan hukum
dan teori perundang — undangan, sehingga diperoleh ratio /legis ketentuan
penggabungan yayasan diikuti perubahan Anggaran Dasar dan tidak diikuti
perubahan Anggaran Dasar pada Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2004
Tentang Perubahan atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan. Selain itu
dengan teknik analisis yang sama digunakan untuk menemukan ratio legis
ketentuan Pasal 60 ayat (6) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan
Tinggi, sehingga diperoleh ratio /egis ketentuan perubahan Perguruan Tinggi
pada undang-undang tersebut. Dan permasalahan ketiga teknik yang digunakan
dengan cara menggali landasan filosofis, yuridis dan sosiologis pengaturan
penggabungan Yayasan yang  bergerak di bidang pendidikan tinggi yang di
analisis dengan menggunakan teori keadilan, teori badan hukum, teori
perlindungan hukum dan teori perundang — undangan sehingga diperoleh konsep
penggabungan yang tepat dalam kerangka untuk pembentukan peraturan
penggabungan Yayasan serta pengaturannya dalam  peraturan perundang -
undangan tentang Pendidikan Tinggi.

1.8. Definisi Konseptual
1.8.1. Definisi Konsep, Rekonsepsi, Rekonseptualisasi dan Konsep
Hukum
Frase “rekonsepsi” bermula dari frase “konsep” yang berarti rancangan
atau buram surat; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa

konkret.*

Sedangkan rekonsepsi yang mendapatkan imbuhan —re memiliki arti
sebagai pengertian; pendapat (paham); rancangan (cita-cita dsb) yang telah ada
dalam pikiran.

Konseptualisasi dalam bahasa Inggris dikenal istilah conceptualisation,

konseptulisasi mengandung kombinasi dari proses-proses berikut :*°

9 https://kbbi.web.id/konsep diakses tanggal 28 Nopember 2019.

0 Tomy Michael, Rekonsepsi Frasa "Mengesankan Ketelanjangan” Dalam Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (Kajian Filsafat
Hukum Sederhana), DIH, Jurnal Ilmu Hukum, Agustus 2014, Vol. 10, No. 20, Hal. 94-1-1,
https://media.neliti.com/media/publications/240063-rekonsepsi-frasa-mengesankan-ketelanjang-

9d5ae321.pdf



https://kbbi.web.id/konsep
https://media.neliti.com/media/publications/240063-rekonsepsi-frasa-mengesankan-ketelanjang-9d5ae321.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/240063-rekonsepsi-frasa-mengesankan-ketelanjang-9d5ae321.pdf
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1. Mengetahui makna sesuatu dari apa yang dipahami (ditangkap). Hal
mengetahui itu ditunjukkan oleh hal-hal seperti memakai simbol, atau
menjelaskan hal-hal secara tepat tanpa kepaksaan (ambiguitas) dan
ambivalensi, ketidaktepatan, atau kekaburan;

2. Mempunyai suatu gambaran tentang hal yang dimengerti;

3. Mengenal (mengidentifikasi) hal yang dimenegerti jika berhadapan
dengannya;

4. Mampu membuat hal yang dimengerti disadari sebagai suatu abstraksi
dan/atau sebagai suatu gambaran;

5. ‘Mampu mengkomunikasikan beberapa ciri pokoknya kepada orang lain.

Sedangkan konseptualisme mengandung arti sebagai berikut :

a. Teori bahwa hal universal (konsep-konsep abstrak umum atau gagasan
abstrak umum) ada di dalam hal partikular sebagai esensi, hal partikular dan
tidak pernah ada terpisah dari hal partikular. Tetapi pikiran menjadikan hal-
hal universal itu abstrak dari hal partikular dan menghubungkan satu sama
lain di dalam pengertian, sebagai abstraksi-abstraksi.

b. Teori bahwa hal universal adalah konsep (entitas abstrak) yang ada hanya
sebagai produk pikiran, namun lebih dari sekedar nama-nama yaitu, mereka
tergantung dari pikiran namun umum bagi pikiran- pikiran tanpa peduli
nama-nama atau bahasa yang digunakan.

c. Konseptualisme adalah pandangan filosofis yang menyatakan bahwa hal-hal
universal bereksistensi hanya dalam konsep.

Pandangan menyangkut universalia (hal-hal universal), bahwa universalia ada

dalam pikiran tetapi tidak berada di luar pikiran. Pandangan ini berada di antara

dua ekstrem nominalisme (definisi-definisi-dan bahasa-bahasa pada umumnya)
dan realisme (menerima fakta-fakta apa adanya, betapapun tidak
menyenangkan).*!

HLA Hart, dalam bukunya berjudul 7he Concept of Law, menyatakan
bahwa konsep hukum diartikan sebagai sautu sistem peraturan.>* Agar konsep

hukum sebagai satu sistem peraturan, bisa dilaksanakan menurut H.L.A. Hart

>1 | orens Bagus, Kamus Filsafat, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002), him. 486-
487. Dalam Tomy Michael, ibid.

2 H. .L. A. Hart, Konsep Hukum (The Concept of Law), diterjemahkan oleh M. Khozim,
Nusa Media, Cet. KE-V, Bandung, 2013, him. 1-3.
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dibadi dalam 2 (dua) peraturan : a). peraturan primer dan b). peraturan
sekunder. Peraturan primer yang dimaksud merupakan panduan perilaku
manusia yang bentuknya berupa sopan santun atau etiket, sedangkan peraturan
sekunder disini, merupakan peraturan yang mengatur lebih lanjut peraturan
primer.

Satjipto Rahardjo menyebutkan apa yang dimaksud dengan konsep itu
sama dengan pengertian-pengertian yang merupakan abstraksi dari barang-
barang yang pada dasarnya bersifat konkret, individual.”> = Sedangkan
“pengertian” disebut Bruggink sebagai isi pikiran yang dimunculkan oleh sebuah
perkataan tertentu kepada sebuah objek atau seseorang.’* Dalam = prespektif
hukum, “pengertian” memiliki peran yang sangat penting karena sebuah
peraturan perundang-undangan yang ditujukan pada masyarakat harus dibuat
dengan jelas pada masyarakat itu, perilaku apa yang diharapkan dari peraturan
perundang-undangan itu,  oleh karenanya banyak peraturan perundang-
undangan sebelum pengaturan yang sesungguhnya (pasal-pasal) dalam isinya
memberikan batasan pengertian terlebih dahulu tentang pengertian-pengertian
yang akan digunakan dalam ketentuan umum peraturan perundang-undangan
tersebut.

Berdasarkan pada pengertian di atas pada penelitian ini tidak digunakan
istilah “rekonseptualisasi” dikarenakan dalam penulisan ini adalah rancangan
yang telah ada dalam pikiran penulis dan belum dapat dikatakan sebagai
konseptualisasi karena pemahaman makna penggabungan Yayasan yang
bergerak di bidang pendidikan tinggi ini, tidak mengkomunikasikan ciri-ciri
pokoknya kepada orang lain. Artinya pengertian rekonsepsi penggabungan
Yayasan Pendidikan Tinggi - tidak dapat dipaksakan keberlakuannya sebelum
disahkan dalam undang-undang.

Berdasarkan pada hal sebagaimana di atas, dalam konteks penelitian
disertasi ini dipergunakan istilah rekonsepsi, hal tersebut karena dalam konteks
penelitian ini  didasarkan pada pembaharuan kembali pengertian atau
pemahaman yang diabstrakkan dari peristiwa konkrit. Dalam konteks ini

pengertian yang  akan diperbaharui untuk perbaikan dari konsep yang

>3 Satjipto Rahardjo, Z/mu Hukum, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000), him 20.
>* Bruggink dalam Arief B. Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, (Bandung : Citra Aditya
Bhakti, 1999), him. 46.
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diabstraksikan dari peristiwa konkret adalah memperbaharui kembali pengertian
konsep hukum penggabungan Yayasan, untuk itu satu hal yang perlu dilakukan
dalam  merekonsepsi pengaturan penggabungan Yayasan, maka sebelum
terlebih dahulu perlu dilakukan pembahasan konsep penggabungan Yayasan
yang ada saat ini. Selain itu ada satu hal sebelum merekonsepsi konsep
penggabungan Yayasan sebagai pengaturan penggabungan yayasan yakni
memperjelas kaitan istilah penggabungan yang diatur di dalam undang-undang
tentang Yayasan dan istilah perubahan Perguruan Tinggi sebagaimana diatur di

dalam undang-undang tentang pendidikan tinggi.

1.8.2. Definisi Perspektif

Istilah perspektif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan
sebagai berikut : 1. Cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang
mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang,

I,

lebar, dan tingginya); 2. Sudut pandang; pandangan.* Sedangkan dalam Black’s
Law Dictionary, kata perspektif merupakan kata bentukan yang berasal dari
bahasa Inggris Prospecive (perspektiv), in the futere; contemplating the futere;
looking forward.”® (di masa depan; memandang ke masa depan; melihat ke
depan) atau merupakan suatu sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji
dan menganalisis sesuatu hal.

Dengan demikian istilah perspektif yang dimaksud di dalam penelitian
disertasi yang berjudul Rekonsepsi pengaturan penggabungan Yayasan
Pendidikan Tinggi dalam perspektif UU No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan
Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, artinya merancang kembali atau
memperbaharui  kembali  pemahaman - penggabungan  Yayasan = yang
diabstraksikan dari peristiwva konkrit dalam kaitannya pada Yayasan yang
maksud dan tujuan pendiriannya untuk menyelenggarakan kegiatan di bidang
sosial yakni menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, berdasarkan pada sudut
pandang Undang-undang Yayasan, dan juga dari hakikat yang melatarbelakangi
lahirnya undang-undang tersebut sebagai muara atau sudut pandang dalam

menolah dan menganalisis bahan hukum tentang kebijakan-kebijakan dalam

35 https://kbbi.web.id/perspektif diakses tanggal 28 Nopember 2019
oA Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, (St. Paul Minnesota : 1990), p. 1222
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penggabungan Yayasan, dengan demikian akan diketahui ruang kosong
pengaturan konsep penggabungan yang ada pada saat ini, dan mengkonsepkan
kembali pengaturan penggabungan Yayasan kedepan ke dalam undang-undang

Yayasan.

1.8.3. Definisi Penggabungan

Penggabungan berasal dari kata “gabung” yang berarti ikat, berkas.
Penggabungan merupakan kata kerja yang berarti proses, cara, perbuatan
menggabungkan.®” Penggabungan dalam bahasa Inggris di kenal dengan istilah
“merge” yang berarti menggabungkan, memfusikan, dalam kata kerja berarti
bergabung, berfusi. Sedangkan “"merger” merupakan kata benda yang berarti
penggabungan, fusi.”® Lebih lanjut istilah “fusi” memiliki arti 1. penggabungan
dua nukleus (inti) atom yang ringan untuk membentuk sebuah nukleus yang
lebih berat sambil melepaskan sedikit dari energi (tenaga) ikatnnya; 2.
gabungan; peleburan; koalisi (tentang partai, perusahaan, dan sebagainya),
sedangkan berfusi merupakan kata kerja yang berarti bergabung ; meleburkan
diri.*

Black’s Law Dictionary, merger adalah fusion or absorption of one thing or
right into another,”° yang berarti fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu
subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting. Subjek yang
kurang penting itu kemudian membubarkan diri. Dengan demikian merger
perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, di mana salah satu
diantaranya akan lenyap (dibubarkan). Dalam istilah hukum perusahaan merger
adalah tindakan penggabungan dua perusahaan sesuai dengan syarat-syarat
yang ditetapkan oleh undang-undang, di mana satu dari beberapa perusahaan
tetap bertahan dan yang lainnya hilang.®*

Istilah penggabungan menurut Munir Fuady, dikenal dengan istilah

merger adalah sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak

> https://kbbi.web.id/gabung diakses tanggal 28 Nopember 2019

%8 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan ke-XXVII,
(Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), him. 378.

> https://kbbi.web.id/fusi diakses tanggal 16 September 2019.

% Henry Campbell Black, Op., Cit.

%! Ibid.



https://kbbi.web.id/gabung
https://kbbi.web.id/fusi

L]

.aC.|

.ub

.

repository

<C
=
=

34

benda atau hak lainnya.®* Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam hal ini fusi
atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan
subjek lain yang lebih penting, dan subjek yang kurang tersebut kemudian
membubarkan diri.?®

Pendapat Joel G. Siegel et. a/ bahwa merger adalah Fusi atau absorbsi
atau kombinasi 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana 1 (satu) di antaranya
merupakan perusahaan yang lebih kecil yang akan kehilangan identitasnya dan
bergabung atau menjadi bagian dari perusahaan lainnya yang tetap hidup
(survive) dan tetap mempertahankan nama dan identitasnya. Pemberian batasan
(definisi) merger ini peneliti kutip dari penyataannya : "In a merger, two or more
companies are combined into one, where only the acquiring company retains its
identity. Generally, the larger of the two companies is the acquirer”®*

Berdasarkan penelusuran dalam peraturan perundang-undangan,
pengertian penggabungan dapat dijumpai pada Pasal 102 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan,
satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan
perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan
membentuk perseroan baru.®> Definisi penggabungan lebih tegas diatur di dalam
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas, yang merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995
tentang Perseroan Terbatas, dalam  undang- undang ini didefinisikan
Penggabungan Perseroan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan satu
Perseroan atau lebih, menggabungkan diri ke Perseroan lain yang telah ada dan

mengakibatkan aktiva, pasiva dari Perseroan yang menggabung beralih karena

52 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger.... ibid. him. 2.

83 Ibid.

% Joel G. Siegel et.al., Corporate Controller’s, Handbook of Financial Management,
2" Edition, Prentice Hall, Paramus, New Jersey, 1997, him. 931. James C. Van Horne dan John M.
Wachowicz Jr., memberi penekanan pada elemen /egal/ entity (badan hukum) untuk memberi
batasan (definisi) merger yang singkat, yaitu: "Penggabungan adalah kombinasi dari dua atau lebih
perusahaan di mana hanya satu perusahaan yang bertahan sebagai badan hukum." dengan
pernyataan yang disampaikannya sebagai berikut : "Merger is the combination of two or more
companies in which only one firm survives as a legal entity.” James C. Van Horne dan John M.
Wachowicz Jr., Fundamentals of Financial Management, 11" Edition, Prentice Hall
International, Inc., New Jersey,. 2001. him. 625.

% pasal 102 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas
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hukum ke Perseroan penerima penggabungan yang selanjutnya status badan
hukum Perseroan yang menggabung berakhir karena hukum.

Definisi penggabungan dalam undang-undang Yayasan, dapat ditemukan
dalam Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan bahwa penggabungan Yayasan
merupakan perbuatan hukum bergabungnya satu Yayasan atau lebih yang
menggabung kepada Yayasan lain dan berakibat hukum Yayasan yang
menggabungkan diri menjadi bubar.®” Lebih lanjut definisi penggabungan
Yayasan dijelaskan ke dalam peraturan pelaksana undang-undang Yayasan yang
menyakatan bahwa penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan
oleh satu atau lebih Yayasan untuk menggabungkan diri kepada Yayasan lain,
dan karena hukum mengakibatkan beralihnya seluruh asset Yayasan baik aktiva
dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang
menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar

karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.®®

1.8.4. Definisi Perubahan Perguruan Tinggi

Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia istilah “perubahan” berasal
dari kata dasar ubah yang merupakan kata kerja. Ubah memiliki definisi : 1.
menjadi lain (berbeda) dari semula, 2. Bertukar (beralih, berganti) menjadi
sesuatu yang lain, 3. Berganti (tentang arah). Sedangkan perubahan merupakan
kata benda yang memiliki arti : 1. Hal (keadaan) berubah; peralihan;
pertukaran, 2. Perbaikan aktiva tetap yang tidak menambah jumlah jasanya;
iklim peralihan cuaca yang mencolok yang terjadi di antara dua periode tertentu
dari suatu wilayah iklim; sosial perubahan pada berbagai lembaga
kemasyarakatan, yang mempengaruhi sistem sosial masyarakat, termasuk nilai-
nilai, sikap, pola, perilaku diantara kelompok dalam masyarakat; tipe, perubahan

cuaca dari satu tipe ke tipe lain, sering terjadi secara mendadak.®

% pasal 1 butir 9 UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

%7 pasal 57 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menyatakan :
“Perbuatan hukum penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau
lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri
menjadi bubar.

®8 pasal 1 butir 2 PP RI No. 63 tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang
Yayasan.

% https://kbbi.web.id/ubah
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Heraclitus’® mengungkapkan Nothing Changes except the chang itself,
Everything changes except chang, All things are flowing, Change or die. Beliau
seorang filosof Yunani (544 — 483 SM) yang hidup sekitar 500 tahun sebelum
masehi. Jika diterjemahkan secara bebas dalam bahasa Indonesia, ungkapan-
ungkapan tersebut memiliki definisi sebagai berikut : “di dunia ini tidak ada yang

1\

tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri”, “semua berubah hanya satu yang
tidak berubah yaitu perubahan”, “tidak ada satupun yang tetap diam, semuanya
selalu bergerak mengalir” dan "“berubah atau mati”. Ungkapan Heraclitus
tersebut menunjukkan bahwa perubahan merupakan fenomena hidup dan
kehidupan manusia yang tidak bisa dihindari. Siapapun akan terlibat dalam
perubahan, suka atau tidak, dikehendaki atau tidak.

Pandangan berbeda tentang perubahan datang dari Parmenides, ia
menyangkal ada perubahan, karena menurutnya segala hal dimengerti sebagai
kesatuan. Atas perdebatan yang dikemukakan oleh Parmenides dan Heraclitus,
Aristoteles menawarkan pemecahan yang lebih memuaskan, ia mengatakan
bahwa ada dua gejala setiap kali ada perubahan, yakni : ada sesuatu yang
menjadi lain, yaitu bentuk, dan ada sesuatu yang tetap sama, yakni materi
sebagai subjek perubahan. Aristoteles dengan demikian menawarkan dua kosnep
yakni : materi (hyle) dan bentuk (morphe).”*

Perubahan Organisasi menurut Mary Jo Hatch’? secara sederhana dapat
diartikan mengenai pembahasan “mengapa”, “kapan”, dan “bagaimana”
organisasi melakukan perubahan. Perubahan organisasi merupakan suatu proses
dimana suatu organisasi berpindah dari keadaannya yang sekarang ke masa
depan seperti yang diinginkan untuk meningkatakan efektifitas organisasinya.
Perubahan organiasi dapat terjadi sebagai akibat dari dalam organisasi itu sendiri
maupun sebab dari luar organisasi. Perubahan dari luar oganisasi terjadi karena

ada pengaruh dari luar organisasi.

% Kees Bertens, Sejarah Filsafat Yunani, (Yogyakarta : Kanisius, 1990), lihat juga
Juhaya Praja, Aliran-Aliran Filsafat dan Etika, (Jakarta : Kencana, 2005), lihat juga Simon Tjahjadi,
Petualangan Intelektual, (Yogyakrata : Kanisius, 2004). Dalam Achmad Sobirin, Konsep Dasar
Perubahan dan Perubahan Organisasi, Modul 1.

71 Agustinus W. Dewantara, Alangkah Hebatnya Negara Gotong royong (Indonesia
dalam Kacamata Soekarno, (Yogyakrata : kanisius, 2018), him. 57-58

2 Mary Jo Hatch, Organization Theory : Modern Symbolic and Postmodern
Perspective, (New York : Oxford University Press Inc, 1997), him. 350.
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Berdasarkan pada pendapat diatas, dalam  konteks ini perubahan

b.ac

perguruan tinggi sebagai organisasi dapat terjadi perubahan baik itu perubahan
perguruan tinggi yang mengarah kepada perkembangan perguruan tinggi
menjadi sebuah lembaga perguruan tinggi yang besar, atau sebaliknya

perubahan perguruan tinggi yang mengarah pada perubahan yang mengarah

repository.u

pada keadaan yang tidak berkembang atau bahkan lembaga perguruan tinggi
tersebut menjadi berakhir atau mati, selain itu perubahan perguruan tinggi juga
dapat karena perubahan — perubahan seperti identitas atau nama perguruan
tinggi, perubahan domisili perguruan tinggi atau perubahan-perubahan lain yang
pada prinsipnya secara bentuk terjadi perubahan namun secara materi tidak
mengalami perubahan yakni tetap sebagai lembaga perguruan tinggi.
Berdasarkan peraturan perundang - undangan tentang pendidikan tinggi,
tentang perubahan tidak didapati definisi yang jelas tentang apa definisi
perubahan Perguruan Tinggi, namun demikian di dalam beberapa norma hukum
yang mengatur tentang peraturan perundang - undangan ini, didapati bagian-
bagian yang mengarah pada apa yang disebut dengan perubahan Perguruan

Tinggi. Hal tersebut antara lain dijumpai dalam beberapa norma hukum berikut :

a. Pasal 59 ayat (1) UU RI No. 12 Tahun, 2012, mengatur tentang bentuk
perguruan tinggi, menyatakan bahwa bentuk perguruan tinggi terdiri atas :
universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi
komunitas.”

b. Pasal 10 Peraturan Pemerintah  RI No. 4 Tahun 2014 Tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
menyatakan bahwa perubahan Perguruan Tinggi Swasta dapat berupa
perubahan bentuk, perubahan nama, dan/atau perubahan lokasi atau
domisili.

c. Pada Pasal 14 Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 51 Tahun 2018,

<
<
s
:

menyatakan bahwa perubahan Perguruan Tinggi terdiri atas : a). perubahan
PTN, atau Perubahan PTS.
d. Pada Pasal 15 Peraturan Menteri Riset dan Teknologi No. 51 Tahun 2018,

AS

menyatakan bahwa perubahan Perguruan Tinggi terdiri atas : perubahan
nama PTN, Perubahan lokasi PTN, Perubahan bentuk PTN, Perubahan PTN

IVERSIT

UN

73 Pasal 59 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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dan PTN badan hukum, penggabungan 2 (dua) PTN atu lebih menjadi 1
(satu) PTN baru, dan atau penyatuan dari 1 (satu) PTN atau lebih ke dalam
1 (satu) PTN lain.

e. Pada Pasal 17 Perubahan PTS dapat terdiri dari : perubahan nama PTS,
perubahan lokasi PTS, perubahan bentuk PTS, Pengalihan pengelolaan PTS
dari badan penyelenggara lama ke badan penyelenggara baru, pengabungan
2 (dua) PTS atau lebih menjadi 1 (satu) PTS baru, dan atau penyatuan 1
(satu) PTS atau lebih ke dalam 1 (satu) PTS lain.

Perubahan Perguruan Tinggi sebagaimana diatas, maka pada dasarnya
perubahan Perguruan Tinggi merupakan suatu konsep yang  terdiri dari
perubahan dalam konsep bentuk (morphe) yang meliputi perubahan nama
Perguruan Tinggi, perubahan domisili Perguruan Tinggi, perubahan bentuk
perguruan tinggi dan perubahan badan penyelenggara pendidikan tinggi, dan
konsep perubahan secara materi (hy/e) meliputi sifat perubahan kearah sesuatu
yang berkembang atau tidak berkembang, dan perubahan yang sifatnya
bergeser namun pada prinsipnya tidak merubah nilai dasar yakni tetap memiliki
makna sebagai suatu lembaga perguruan tinggi.

1.8.5. Definisi Badan Hukum

Dalam pergaulan hukum, manusia bukan satu-satunya subyek hukum.
Ada pendukung hak dan kewajiban selain manusia yaitu yang namanya badan
hukum (rechtspersoon) sedangkan manusia disebut natuurljjk persoon.”” Badan
hukum sama dengan manusia, sebagi subyek hukum ia dapat mempunyai hak
dan kewajiban untuk melakukan perbuatan hukum seperti melakukan perjanjian,
membayar pajak, dan sebagainya.

Menurut R. Subekti, pada prinsipnya badan hukum adalah suatu badan
atau suatu perkumpulan yang mempunyai hak dapat melakukan perbuatan-
perbuatan hukum seperti seorang manusia, memiliki kekayaan sendiri, ikut serta
dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat melakukan
gugatan dan dapat juga digugat oleh pihak lain di depan hakim,”® pendek kata

menurut beliau badan hukum atau rechtpersoon, artinya orang ciptaan hukum.

7 Ali Rido, Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan,
Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf, (Bandung : Alumni, 1990), him. 1.
75 R. Subekti, Pokok — pokok Hukum Perdata, (Jakarta : Intermas, 2003), him. 21
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Hal senada dengan pendapat diatas, R. Rochmat Soemitro
mengemukakan bahwa badan hukum (rechtpersoon) merupakan suatu badan
hukum dapat mempunyai harta sendiri, melekat hak serta kewajiban seperti
layaknya orang pribadi.” Sedangkan menurut penjelasan Sri Soedewi Maschun
Sofwan, ia menyatakan bahwa manusia merupakan badan pribadi yaitu manusia
tunggal. Selain sebagai manusia tunggal dapat juga oleh hukum diberi
kedudukan sebagai badan pribadi dengan perwujudan yang lain yaitu disebut
dengan badan hukum yang merupakan kumpulan dari orang-orang yang secara
bersama-sama mendirikan suatu perhimpunan (badan) dan kumpulan harta
kekayaan yang  terpisahkan untuk suatu tujuan yang telah ditentukan
(Yayasan), dan keduanya adalah badan hukum.”’

Menurut Purnadi Purbacaraka dan Agus Brotosusilo, pengertian tentang
Pribadi hukum tidak lain adalah suatu badan dengan memiliki harta yang
terpisah dari harta para anggota-anggotanya, ia dianggap subjek hukum, dan
memiliki kemampuan melakukan perbuatan hukum. Ia juga memiliki tanggung
jawab, memiliki hak dan kewajiban-kewajiban seperti manusia. Pribadi hukum
memiliki kekayaan yang tersendirikan serta memiliki Pengurusatau pengelola
serta dapat bertindak sebagai pihak pada suatu perjanjian. ’®

Menurut Iwan Permadi yang disimpulkan dari pendapat para sajana,
beliau menyatakan bahwa pada intinya badan hukum atau pribadi hukum adalah
sesuatu yang dianggap sama dengan manusia kodrati, oleh karena itu ia dapat
melakukan perjanjian, memiliki kekayaan, dapat melakukan gugatan dan juga
dapat digugat. Sedangkan yang menjadi pembeda badan hukum dengan
manusia adalah pada badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan dan
badan hukum tidak dapat dipenjara, namun demikian pada badan hukum dapat

dikenai hukuman denda atau administrasi.”

76 Rochmat Soemitro, Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, (Bandung :
Eresco, 1993), him. 10.

77 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung : Alumni, 2005), him. 6

78 Ibid. him. 20

7 Iwan Permadi, Kedudukan Badan Hukum Asing Dalam Pemilikan Tanah Di
Indonesia, Jurnal Wacana-Vol.15, No. 4 (2012), him. 41,
https://wacana.ub.ac.id/index.php/wacana/article/view/275 diakses pada tanggal 28 Nopember
2019.
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"cé. Tentang definisi badan hukum sebagaimana pendapat para pakar diatas,
'g maka dapat disimpulkan tentang pengertian badan hukum sebagai subyek
t-"' hukum itu mencakup hal berikut :
-2- 1. Perkumpulan orang (organisasi)
i 2. Mempunyai maksud dan tujuan
= 3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri
4. Mempunyai pengurus
5. Mempunyai hak dan kewajiban
6. Sesuatu yang dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling)
dalam hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking)
7. Dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

8. Tidak dapat melakukan perkawinan
9. Tidak dapat dipenjara, namun dapat dikenai hukuman denda atau
administrasi.

Dalam  perkembangannya sesuatu dinyatakan sebagai badan hukum
selain mengandung unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas juga berdasar
pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku pada suatu
negara, yaitu disahkan menjadi badan hukum oleh pemerintah. Sebagaimana
halnya pada badan hukum Yayasan dinyatakan sebagai badan hukum dan segala
perbuatan hukum yang dilakukan organ pengurus atas nama Yayasan dan tidak
menjadi tanggunggung jawab pengurus secara tanggung renteng setelah
Yayasan memperoleh status badan hukum, yakni setelah akta pendirian

memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak asasi manusia.®

1.8.6. Definisi Badan Usaha Yayasan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah badan usaha berasal
dari dua kata yakni badan dan usaha. Istilah Badan memiliki arti : 1. Tubuh
(jasad manusia keseluruhan); jasmani, raga, awak, 2. Batang tubuh manusia,
tidak termasuk anggota dan kepala; 3. Bagian utama dari suatu benda, awak; 4.

Diri (sendiri), 5. Sekumpulan orang yang  merupakan kesatuan untuk

IVERSITA

8 pasal 11 UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yang menyatakan : Yayasan
memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian Yayasan sebagaimana di maksud dalam
Pasal 9 ayat (2) memperoleh pengesahan dari Menteri.
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mengerjakan sesuatu.®! Sementara istilah “usaha” memiliki arti : 1. Kegiatan
dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu
maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai
sesuatu, 2. Kegiatan di bidang perdagangan (dengan maksud mencari untung),
perdagangan, perusahaan.®

Dalam hukum positif yakni dalam pasal 1 huruf d UU RI No. 3 tahun
1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, istilah “usaha” memiliki definisi setiap
tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang
dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungang.
Dengan demikian badan usaha memiliki definisi diri sendiri atau sekumpulan
orang yang secara bersama-sama untuk mencapai suatu maksud atau untuk
mencapai sesuatu atau untuk mencari untung.

Dalam hukum perusahaan badan usaha terdiri atas, badan usaha
berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Badan usaha yang tidak berbadan
hukum terdiri dari Persekutuan Perdata (Maatschap), Firma (Fa)/ Vennootschap
Onder Firma (VOF) dan Commanditaire Vennootschap (CV) atau Persekutuan
Komanditer, termasuk juga Perusahaan Peroranggan (PD/UD). Sedangkan badan
usaha yang berbadan hukum terdiri atas Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha
Milik Negara (BUMN), Koperasi dan juga termasuk Yayasan.®?

Yayasan sebenarnya bukan termasuk badan usaha karena tujuan Yayasan
adalah untuk Sosial, Keagamaan, dan Kemanusiaan. Namun, ada sebagian
pendapat yang menyatakan bahwa Yayasan temasuk badan usaha karena
dapat melakukan kegiatan usaha meskipun tidak dijalankan secara langsung
namun dengan cara mendirikan badan usaha yang terpisah dengan Yayasan
atau ikut serta dalam badan usaha lain.

Dalam konteks penelitian ini badan usaha Yayasan dimaksud adalah
lembaga pendidikan tinggi yang merupakan kegiatan usaha yang didirikan oleh
Yayasan berdasarkan ketentuan pasal 60 ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2012
Tentang Pendidikan Tinggi, yang menyatakan bahwa Yayasan merupakan salah

satu badan hukum yang berprinsip nirlaba dan masyarakat dapat sebagai pendiri

81 https://kbbi.web.id/badan diakses pada tanggal 2 Desember 2019

82 https://kbbi.web.id/usaha diakses pada tanggal 2 Desember 2019

8 Kurniawan, Hukum Perusahaan, Karakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum
dan Tidak Berbadan Hukum di Indonesia, (Yogyakrata : Genta publishing, 2014), him. 34.



https://kbbi.web.id/badan
https://kbbi.web.id/usaha

42

L]

.aC.|

atau penyelenggara Pendidikan Tinggi dengan ketentuan harus dilakukan dalam

.ub

naungan badan hukum nirlaba meliputi Yayasan, Perkumpulan dan badan hukum

lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.®

-

—
jE—
o
—
L= ]
o
e
(=5 ]
j=—

1.8.7. Definisi Yayasan
Pengertian Yayasan menurut pakar :

1. F. Emerson Andrews, ia mendefinisikan Yayasan sebuah organisasi non profit
non pemerintah memiliki dana pokoknya sendiri, dikelola oleh dewan
Pengawas atau direktur dan dikembangkan untuk mempertahankan atau
membantu aktivitas sosial, pendidikan, badan amal, religius atau lainnya yang
melayani kesejahteraan umum. : "a non governmental nonprofit organization
having a principal fund of its own, managed by its own trustees or directors
and established to maintain or aid social, educational, charitable, religious, or
other activities serving the common welfare. .

2. W.L.G. Lemaire menyatakan bahwa Yayasan diciptakan dengan suatu
perbuatan yakni pemisahan harta kekayaan untuk maksud yang tidak
mengharapkan keuntungan (aftruistishe doel) serta penyusunan suatu
organisasi serta pengurusnya, yang dengan sungguh-sungguh alat-alat itu
dapat mewujudkan tujuan Yayasan.®

3. A. Pitlo, berpendapat bahwa sebagaimana halnya untuk tiap-tiap perbuatan
hukum, maka mendirikan Yayasan harus didasari oleh suatu kemauan yang
sah. Dan perbuatan hukum wajib memenuhi tiga syarat materiil yakni harta
kekayaan yang dipisahkan, organisasi dan tujuan, serta ada satu syarat
formil yaitu surat. Dan Yayasan adalah suatu badan hukum tanpa diperlukan
turut campurnya penguasa (pemerintah).®’

4. Paul Scholten, pendapatnya tentang Yayasan. ia nyatakan bahwa Yayasan
adalah suatu badan hukum  dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak.

Pernyataan ini harus berisi pemisahan dari suatu kekayaan untuk suatu

8 pasal 60 ayat (2) dan (3) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

8 F. Emerson Andrews, Philantropic Foundations, (New York : Russel Sage
Foundation, 1956). him. 11.

8 Ibid., him. 86.

8 Ibid., him. 87
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tujuan tertentu dengan menyebutkan cara bagaimana kekayaan itu akan
diurus dan dipergunakan (organisasi).®®

5. WIS. Poerwadarminta, pengertian Yayasan adalah : a). badan yang didirikan
dengan maksud mengusahakan sesuatu seperti sekolah dan sebagainya
(sebagai badan hukum bermodal, tetapi tidak mempunyai anggota); b).
gedung-gedung yang teristimewa untuk sesuai maksud yang tertentu
(seperti : rumah sakit dan sebagainya).®

Pengertian atau definisi tentang Yayasan menurut Blacks Law Dictionary,
definisi Yayasan adalah : "Permanent fund established and maintained by
contribution for charitable, educational, religious, research or other benevolent
purposes. In institution or association given to rendering financial aid to collages,
school, hospital, and charities and generally supported by gifts for such purposes.
The founding or building of a college or hospital. The incorporation or
endowment of a college or hospital is the foundation,; and he who endows it with
land or other property is the founder””’ (terjemahan bebas : “Dana permanen
dikembangkan dan dipertahankan oleh kontribusi untuk badan amal, tujuan
pendidikan, religius, riset penelitian atau tujuan lain yang bermanfaat. Di dalam
institusi atau asosiasi yang memberikan bantuan finansial ke perguruan tinggi,
sekolah, rumah sakit dan badan amal dan umumnya didukung oleh amal untuk
tujuan-tujuan tersebut. Pendirian atau pembangunan sebuah perguruan tinggi
atau rumah sakit. Persatuan atau sokongan terhadap sebuah perguruan tinggi
atau rumah sakit adalah Yayasan; dan mereka yang mendukungnya dengan
tanah atau properti lain adalah pendirinya.”)

Definisi atau pengertian Yayasan dalam hukum positif Negara Belanda.
Yayasan dengan sebutan bahasa Belanda “Stichting” diatur dalam NBW Pasal
285 ayat (1) dinyatakan : “een stichting is een door rechts handeling in let leven
geropean rechtspersoon, welke geen leden kent en be orgt met behulp van een

da artoe bested vermogen een interpretasi de statuden vermeld doel te

8 p,Scholten buku Mr.C. Asser yang berjudul Handleiding tot de beoefening van het
Ned. Burgerlijk Recht, Personen-recht dikerjakan oleh Mr.P.Scholten, Cetakan kedua,
diperbaharui oleh Mr. N.H. Bregstein, Penerbit N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.]J. Tjeenk Willink,
Zwolle 1954, Bandingkan dengan melihat kutipan oleh Ali Rido, Op.Cit., him. 112, bandingkan
dengan melihat kutipan oleh Chidir Ali, Op.Cit., him. 86.

8 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka,
1986), him. 1154.

0 Hendry Compbell Black, MA, Black’s Law Dictionary, 2™ Edition, St. Paul Minestotta
USA, West Publishing Co. P.45.
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verwezenlijken”, (Yayasan adalah badan hukum yang lahir karena suatu
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perbuatan hukum, yang tidak mempunyai anggota dan bertujuan untuk
melaksanakan tujuan yang tertera dalam statuta Yayasan dengan dana yang
dibutuhkan untuk itu).>*

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun

repository.u

2001 Tentang Yayasan, mendefinisikan : “Yayasan adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan
tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
anggota”.*?

Berdasarkan pendapat para ahli sebagaimana diuraikan di atas telah
terakomodir di dalam  ketentuan pasal 1 butir 1 UU Yayasan. Dan Jika
dibandingkan definisi atau pengertian Yayasan sebagaimana diatur pada
ketentuan NBW Pasal 285 ayat (1), memiliki kesamaan dengan definisi Yayasan
Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan.

Berdasarkan pendapat ahli serta hukum positif sebagaimana diatas, dapat
disarikan bahwa badan hukum Yayasan memiliki karakteristik sebagai berikut :

a) Kekayaan yang dipisahkan (kekayaan sendiri)

b) Memiliki tujuan yang  dibatasi pada bidang Sosial, Keagamaan, dan
Kemanusiaan

¢) Memiliki Oganisasi

d) Memiliki Pengurus Organisasi (Organ Yayasan)

e) Badan hukum

f) Melekat perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam hubungan-hubungan
hukum (rechtsbetrekking).

g) Mempunyai hak dan kewajiban

h) Dapat digugat ataupun menggugat di depan pengadilan

Yayasan sah menjadi badan hukum menurut UU Yayasan, adalah setelah

memperoleh persetujuan dari Menteri, sebagaimana diatur dalam ketentuan

Pasal 11 UU Yayasan : “Yayasan memperoleh status badan hukum setelah akta

pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) memperoleh

AS

pengesahan Menteri.”
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1.8.8. Definisi Pendidikan Tinggi
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan
yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.”
Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan
menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program
magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang
diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa
Indonesia.®* Dengan masing-masing jenjang memiliki substansi sebagai berikut :
a) Program Diploma
merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan
menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan
penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi, program
ini terdiri atas diploma satu, diploma dua, diplomat tiga dan diploma empat
atau sarjana terapan. Pada program diploma ini dimaksudkan untuk
menyiapkan mahasiswa menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki
dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya.®

b) Program sarjana
merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan
menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi melalui penalaran ilmiah. Jenjang ini untuk menyiapkan
Mahasiswa menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu
memasuki  dan/atau-menciptakan  lapangan kerja, serta mampu
mengembangkan diri menjadi profesional.*®

c) program doktor,
Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi
lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan,

menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta

%3 pasal 1 Butir 1 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

94 pasal 2 Butir 1 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

% Ppasal 21 Ayat (1) (2) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

% pasal 18 Ayat (1) dan (2) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan
penelitian ilmiah.”” Mengembangkan dan memantapkan Mahasiswa untuk
menjadi lebih bijaksana dengan meningkatkan kemampuan dan kemandirian
sebagai filosof dan/atau intelektual, ilmuwan vyang berbudaya dan
menghasilkan dan/atau mengembangkan teori melalui Penelitian yang
komprehensif dan akurat untuk memajukan peradaban manusia. %

program profesi,

Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan
bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat
dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia
kerja.”

program spesialis

Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat
bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah
berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan
kemampuannya menjadi spesialis.'®

Satuan jenjang pendidikan tinggi sebagaimana diatas, diselenggarakan

dalam wadah yang disebut Perguruan Tinggi. Bentuk Perguruan Tinggi terdiri

atas: a. universitas; b. institut; c. sekolah tinggi; d. politeknik; e. akademi; dan f.

akademi komunitas, dengan penjelasan sebagai berikut :

a)

b)

Universitas

Universitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan jika memenuhi syarat,
universitas dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Institut

Institut merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah
rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika memenuhi

syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

%7 Pasal 20 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
%8 pasal 20 Ayat (2) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
9 pasal 24 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
100 pasal 25 Ayat (1) UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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"cé. c) Sekolah Tinggi
'g Sekolah Tinggi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
t-"' pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam
-2- satu rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu dan jika
i memenuhi syarat, sekolah tinggi dapat menyelenggarakan pendidikan
= profesi.

d) Politeknik

Politeknik merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam berbagai rumpun Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dan
jika memenuhi syarat, politeknik dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
e) Akademi
Akademi merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan
vokasi dalam satu atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau
Teknologi tertentu.
f) Akademi Komunitas
Akademi Komunitas merupakan Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan
pendidikan vokasi setingkat diploma satu dan/atau diploma dua dalam satu
atau beberapa cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi tertentu yang
berbasis keunggulan lokal atau untuk memenuhi kebutuhan khusus.

Dengan demikian Yayasan Pendidikan Tinggi adalah badan hukum yang
terdiri atas kekayaan yang dipisahkan yang maksud dan tujuan pendiriannya di
bidang pendidikan dengan mendirikan kegiatan usaha berupa lembaga
perguruan tinggi, dengan bentuk jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan
yang dimiliki oleh suatu Yayasan.

Dalam lembaga Perguruan Tinggi terdapat sivitas akademika yakni
masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa.’®* Dosen adalah
pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan,
mengembangkan, dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
melalui - Pendidikan, ~ Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.'*

Sedangkan Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.'®

AS

Selain itu di dalam masyarakat Perguruan Tinggi terdapat tenaga kependidikan

IVERSIT

101 pasal 1 Butir 13 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
102 pasal 1 Butir 14 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
103 pasal 1 Butir 15 UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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yaitu  anggota masyarakat yang  mengabdikan diri dan diangkat untuk
menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi antara lain : pustakawan, tenaga

administrasi, laboran dan teknisi, sert pranata teknik informasi.**

1.9. Sistematika Penulisan
Judul penelitian disertasi ini “Rekonsepsi Penggabungan Yayasan
Pendidikan Tinggi Dalam Perspektif UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan”, terdiri atas 6
(enam) bab, dengan masing-masing bab terdiri atas sub bab-sub bab :
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi uraian garis-garis besar latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas
penelitian, desain penelitian, metode penelitian hukum yang memaut
tentang : jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber
bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan
hukum, definisi konsep dan sistematika penulisan.
BAB II KERANGKA TEORITIK
Pada bab ini diuraikan tentang kerangka teoritis yang digunakan
sebagai pisau analisis penelitian untuk menjawab permasalahan yang
telah dirumuskan dalam  penelitian ini. Teori — teori yang digunakan
meliputi teori badan hukum yang dipelopori oleh Brinz tentang teori
kekayaan bertujuan, teori perlindungan hukum yang dikemukakan
oleh Satjipto Rahardjo, teori keadilan proporsional yang dipelopori

Pada bab III ini membahas isu hukum pertama yaitu menggali makna
penggabungan Yayasan dan Implikasinya Terhadap Yayasan yang
bergerak di bidang Pendidikan Tinggi, dengan cara menggali dari

oleh teori keadilan Aristoteles, dan teori perundang-undangan.
BAB III

AS

IVERSIT

UN

BRAWIJAYA

pendapat doktrin, kamus bahasa, norma hukum positif dan
berdasarkan pada sejarah. Pada bab ini terbagi dalam 3 (tiga) sub
bab pembahasan, yang membahas tentang 1). Makna yayasan
Pendidikan.; 2). Makna Penggabungan Yayasan Yang Bergerak Di
Bidang Pendidikan Tinggi; 3). Makna Penggabungan Yayasan dalam

104 penjelasan Pasal 69 huruf b, UU RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
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Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas
UU RI No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan dan implikasinya
Terhadap Yayasan Pendidikan Tinggi.

Pada bab ini membahas rumusan masalah Kedua Yaitu Ratio Legis
Pasal 60 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2004 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang
Yayasan Yang mengatur Penggabungan dan korelasinya dengan
Yayasan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi. Bab IV terdiri
dari 3 (tiga) sub bab yang membahas tentang ratio /egis, yaitu 1)
Kebijakan Dasar Pengaturan UU Yayasan dan UU Pendidikan Tinggi
Dalam ~ Pembentukan Hukum Nasional. 2) Ratio Legis Tentang
Penggabungan Khususnya Yang Terdapat Dalam Ketentuan Pasal 60
Ayat (1) UU RI No. 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI
No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; 3). Pengaturan Penggabungan
Yayasan sebagai Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta
dalam UU RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Bab ini membahas rumusan masalah ketiga yaitu, Rekonsepsi
Pengaturan Penggabungan Yayasan Dalam Pasal 60 ayat (1) UU
Yayasan dan Kaitannya Dengan Pendidikan Tinggi. Bab ini terdiri dari
atas 3 (tiga) sub bab yaitu 1). Pengaturan Hukum Konsep
Penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi Yang Berkeadilan
Berdasarkan Nilai Filantropi, Akuntabilitas dan Keterbukaan Kepada
Masyarakat; 2). Pengaturan Penggabungan Yayasan Sebagai Badan
Penyelenggara Pendidikan Tinggi.

PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban yang ada pada rumusan

masalah, dan rekomendasi peneliti atas temuan.
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BAB 11
KERANGKA TEORITIK

Teori dalam bahasa latin "theoria” memiliki arti perenungan, kata "thea”
dalam bahasa Yunani secara hakiki menyiratkan sesuatu yang disebut realistis.
Di beberapa literatur para ahli menggunakan kata ini, untuk menunjukkan
bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris atau nyata,
dan juga simbolis.

Teori merupakan suatu prinsip atau ajaran pokok yang dianut untuk
mengambil suatu tindakan atau memecahkan suatu masalah, landasan teori
merupakan alur penalaran atau logika (flow of reasoning/logic), terdiri dari
seperangkat konsep atau variabel definisi dan proposisi yang disusun secara
sistematis.” Menurut M. Solly Lubis, bahwa landasan teori adalah kerangka
pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau
pemasalahan (problem) yang menjadi perbandingan/pegangan teoritis.> Dengan
demikian dapat disimpulkan, teori di dalam  suatu penelitian memiliki fungsi
untuk memberikan arahan atau petunjuk serta menjelaskan mengenai gejala
yang diamanti. Dalam penelitian ini teori yang digunakan meliputi teori keadilan,

teori badan hukum, teori perlindungan hukum, dan teori perundang-undangan.

2.1. Teori Teori Badan Hukum

Hukum ditujukan untuk mengatur hubungan anggota masyarakat, antara
subyek hukum, yang dimaksud subyek hukum ini adalah segala sesuatu yang
bisa memperoleh hak dan kewajiban oleh hukum, yaitu hanyalah manusia. Oleh
hukum manusia diakui sebagai penyandang hak dan kewajiban, sebagai subyek
hukum atau sebagai orang. Tetapi manusia bukalah satu-satunya subyek

hukum, karena masih ada subyek hukum lainnya yaitu segala sesuatu yang

1'Otje Salman S. HR, dan Anton F. Susanto, Teori Hukum, (Bandung : Grafika Aditama,
2005), him. 51.

2 Suprapto J., Metode Peneliian Hukum Dan Statistik, (Jakarta : Rineka Cipta, 2003),
him. 194

3 M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung : Mandar Maju, 1994), him.
80.

* Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty,
1996), him. 54
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oleh hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban, termasuk ini apa yang
dinamakan badan hukum (rechspersoon).”

Badan hukum diciptakan oleh hukum sebagai subyek hukum, dikarenakan
keberadaan kelompok manusia atau organisasi itu sangat dibutuhkan dan
diperlukan dan bermanfaat bagi kebutuhan hidup manusia dalam lalu lintas
hukum.®

Adapun ciri-ciri badan hukum adalah : merupakan kumpulan orang-orang
(organisasi); dapat melakukan perbuatan hukum (rechtshandeling) dalam
hubungan-hubungan hukum (rechtsbetrekking), mempunyai harta kekayaan
terpisah, memiliki pengurus, mempunyai hak dan kewajiban, dapat digugat atau
dapat pula menggugat di depan Pengadilan.’

Kehadiran badan hukum dalam pergaulan hukum di masyarakat dimulai
sejak permulaan abad ke-19 sampai dengan sekarang. Dan selama itu pula
badan hukum menarik perhatian di kalangan hukum, para ahli hukum dan para
pendukung aliran/mazhab ilmu hukum serta filsafat hukum telah memberikan
pendapat mengenai eksistensi badan hukum yakni sebagai subjek hukum di
samping manusia. Hasil pemikiran para ahli hukum tentang hakikat eksistensi
badan hukum tersebut selanjutnya oleh filsafat hukum dirumuskan kedalam
wujud asas, atau nilai ataupun teori. Hal ini merupakan sumbangan paling
berharga dalam sejarah filsafat hukum kepada hukum yang berguna bagi
pemecahan masalah badan hukum yaitu adalah dengan teori-teori tentang badan

hukum.®

2.1.1. Teori Fiksi

Teori ini dipelopori oleh Friedrich Carl von Savigny seorang sajana hukum,
yang merupakan tokoh utama dari aliran atau mazhab sejarah di awal abad ke-
19. Dalam bukunya berjudul System des Hentigen Romischen Recht tahun 1866,
teori ini berpendapat bahwa badan hukum hanya suatu fiksi saja, sebenarnya
badan hukum itu semata-mata hanya buatan negara saja, yang sebenarnya

tidak ada, tetapi orang menciptakan dalam bayangannya yaitu suatu subyek

> Chidir Ali, Op. Cit., him. 4-5
6 Ali Rido, Op. Cit, him. 15-16
7 Chidir Ali, Op. Git, him. 21.
8 Chidir Ali, ibid., him. 29
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hukum yang diperlakukan sama dengan manusia. Dalam teori dikemukakan :

b.ac

"The have existence but real personality save that given by law, which regards
them as person”. (Dalam terjemahan bebas “mereka diakui keberadaannya,
tetapi bukan suatu pribadi nyata yang dinyatakan oleh hukum, yang dianggap

sebagai orang).’ Yang menjadi prinsip dalam teori ini Savigny adalah bahwa

repository.u

hanya manusia yang mempunyai kehedak.

Menurutnya badan hukum hanya suatu abstraksi dan bukan sesuatu hal
yang konkrit. Jadi tidak mungkin menjadi subjek dari hubungan hukum, lantaran
hukum memberi hak-hak kepada badan hukum suatu kekuasaan maka
menimbulkan kehendak berkuasa (wilsmacht).*®

Badan hukum hanyalah buatan pemerintah atau negara, terkecuali
negara. Badan hukum itu sebenarnya adalah sesuatu yang fiksi yaitu sesuatu
yang tidak ada, namun orang menghidupkan dalam suatu bayangannya untuk
menerangkan sesuatu hal. Atau dengan bahasa lain, bahwa menurut alam subjek
hukum hanyalah manusia, tetapi orang menjadikan bayangannya dalam
sugestinya, badan hukum sebagai subjek hukum dan diperhitungkan sama
seperti manusia. Jadi, orang berpandangan subjek hukum ini bentuknya tidak riil,
karena bentuknya yang tidak riil tersebut, maka ia tidak dapat melakukan suatu

perbuatan sehingga yang melakukan tetaplah manusia sebagai wakil-wakilnya.

2.1.2. Teori Orgaan

Teori ini sebagai reaksi atas teori fiksi. Ditokohi oleh sarjana Jerman yang
bernama Otto von Gierke tahun 1841 sd 1921 merupakan pengikut aliran
sejarah. Penganut ajaran ini adalah L.G. Polano dari negeri Belanda. Ajaran terori
organ adalah ajaran realitas sempurna (Yeer der volledige realiteit).

Badan hukum itu adalah seperti manusia, yang penjelmaan dan benar-
benar ada dalam pergaulan hukum, yakni eine leiblichgeistige lebensein heit.
Badan hukum menjadi suatu verbandpersoblich keit, yakni suatu badan hukum
yang memciptkan apa yang menjadi kehendaknya dengan melalui perantaraan

alat-alat (organ-organ) dari badan hukum tersebut, misalnya melalui anggotanya

AS

atau melalui pengurusnya yaitu manusia dan mengucapkan apa yang menjadi

IVERSIT

° Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologis),
(Jakarta : Chandra pramata, 1993)
10 chidir Ali, Op Cit, him. 32
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kehendaknya dengan menggunakan perantara mulutnya atau dengan
menggunakan perantaraan tangannya jika menghendaki untuk ditulis. Apa
kehendak organ atau anggota putuskan, itu merupakan kehendak dari badan
hukum.*

Sehingga menurut teori ini badan hukum merupakan sesuatu yang riil,
dan benar-benar ada. Badan hukum bukan merupakan suatu kekayaan (hak)
yang tanpa subjek, namun badan hukum merupakan suatu organisme yang
konkrit, yang hidup dan bekerja layaknya seperti manusia umumnya. Tujuan
suatu badan hukum adalah tujuan kolektivitas, bukan tujuan individu. Ia
merupakan suatu verband personlichkeit yang memiliki gesamgifle. Fungsi badan
hukum dipersamakan dengan fungsi manusia, jadi badan hukum itu tidak
ubahnya seperti dengan manusia oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pada
badan hukum itu merupakan suatu perhimpunan orang atau perkumpulan.

Dijelaskan bahwa badan hukum memiliki kualitasnya sebagai subyek
hukum riil seperti orang dengan segala kualitasnya. Namun sebagai subjek
hukum kualitas subjek hukum pada diri manusia juga tidak dapat di lihat oleh
panca indra, dan bertindak tidak dengan kesatuan wujud orang tetapi orgaan
dari orang tersebut yang bertindak. Demikian pula dengan suatu badan hukum,
sebagai wujud kesatuan badan hukum tidak bertindak sendiri tetapi ia bertindak
melalui organnya (bestuur, komisaris dan sebagainya) yang bertindak. Tindakan
tersebut bukan sebagai wakil tetapi bertindak sendiri dengan orgaannya.'?

2.1.3. Teori Harta Kekayaan Yang Dimiliki Oleh Seseorang Dalam
Jabatannya (Leer van het ambtelijk vermogen)

Holder dan Binder sebagai tokoh dalam teori ini, di negeri Belanda
penganutnya F.J. Oud. Teori harta kekayaan itu lebih mendekati pada teori
kekayaan bertujuan (doelvermogen) yang di cetuskan oleh Brinz.

Ajaran teori ini adalah : Seseorang yang mengemban suatu jabatan ia
berhak atas harta kekayaan yang melekat atas kualitas jabatan tersebut (abtelijk
vermogen). Pada prinsipnya dalam teori ini, adalah tidak mungkin memiliki hak

jika yang mendapat hak tidak bisa melakukan hak tersebut, atau dengan kalimat

1 Ibid, him. 33
12 Ibid., him. 33
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lain bahwa tanpa ada suatu kehendak (wilsvermogen) tidak akan pernah ada
kedudukan sebagai subjek hukum.

Konsekuensi yang terluas dari teori ini menitikberatkan pada daya
berkehendak. Pada suatu badan hukum vyang berkehendak adalah para
pengurusnya, maka pada suatu badan hukum seluruh hak itu diliputi oleh
kehendak pengurusnya. Dalam posisi kualitasnya sebagai pengurus, maka
mereka berhak (ambteljjk vermogen). Konsekuensi dari ajaran teori ini adalah
bahwa seseorang belum dewasa (minderjarige) maka wali (voegd) yang
melakukan segala perbuatan hukum, eigendom ada pada curatele eigenaarnya

atau curator.’?

2.1.4. Teori Kekayaan Bersama

Tokoh teori ini adalah Rudolf von Jhering, di tahun 1818 sampai dengan
tahun 1892. Ia seorang sarjana Jerman, pengikut aliran/mahzab sejarah namun
kemudian keluar. Pengikutnya Molengraaff (Belanda), Marcel Planiol (Prancis),
diikuti juga oleh Star Bussmann, Kranenburg, Paul Scholten dan Apeldoorn.

Pada teori ini pada intinya mengartikan bahwa badan hukum adalah
sebagai kumpulan manusia, dan kepentingan dari badan hukum adalah juga
kepentingan seluruh anggotanya. Menurut teori menganggap badan hukum
adalah riil dan organisme. Dan sebenarnya hak dan kewajiban dari suatu badan
hukum merupakan hak serta kewajiban dari para eanggota secara bersama-
sama, dan mereka bertanggung jawab secara bersama-sama. Harta kekayaan
badan merupakan milik (eigendom) bersama dari seluruh anggota. Pada teori ini,
para anggota yang berhimpun menjadi satu dan membentuk suatu pribadi, dan
pribadi tersebut dinamai badan hukum. Sebab itu badan hukum hanya suatu
konstruksi yuridis, yang pada hakikatnya badan hukum adalah sesuatu yang
abstrak.'*

Teori ini juga disebut dengan gezemenlijke vermogenstheorie (oleh
Mollengraaf), disebut propriete collective theorie (oleh Planiol), dan disebut
Gezamenlijke eigendomstheorie atau teori kepunyaan kolektif (oleh Utrecht), dan

disebut juga dengan collectiviteitstheori dan bestemmingstheorie.

3 Ibid, him. 33
4 Ibid, him. 34
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2.1.5. Teori Kekayaan Bertujuan

Teori ini muncul dari collectiviteitstheorie. Dipelopori oleh pemikiran
sarjana Jerman, A Brinz yang dibela oleh van der Heijden. Pendapat Brinz,
hanyalah manusia yang dapat menjadi subjek hukum. Oleh sebab itu badan
hukum bukanlah subjek hukum, dan hak-hak (kekayaan) yang diberikan kepada
pada suatu badan hukum, yang sebenarnya berupa hak-hak yang tiada subjek
hukum.

Teori ini menegaskan bahwa kekayaan suatu badan hukum itu
sebenarnya tanpa hak-hak sebagaimana lazimnya (yang menjadi pendukung
hak-hak tersebut adalah manusia). Dan kekayaan badan hukum tersebut
dipandang terlepas dari yang pemiliknya (onpersoonlijk/ subjectools). Dalam hal
ini yang penting bukanlah siapakah badan hukum itu, namun yang terpenting
adalah bagaimana kekayaan tersebut diurus untuk suatu tujuan tertentu.

Maka dari itu berdasarkan teori ini tidak peduli apakah itu manusia atau
bukan, juga tidak penting apakah kekayaan itu berupa hak-hak normal atau
bukan, namun yang menjadi sentral penting ada pada tujuan kekayaan tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan sebagai berikut, bahwa apa yang disebut hak-hak
suatu badan hukum, pada hakikatnya adalah hak-hak tanpa subjek hukum, oleh
karena itu sebagai pengganti subyek, suatu kekayaan itu diikat pada suatu
tujuan.’ Ajaran teori ini juga disebut ajaran zwackvermogen atau oleh Utrecht
disebut teori kekayaan tujuan, destinataristheorie atau leer van het

doelvermogen.

2.1.6. Teori Kenyataan Yuridis (juridische realiteitsleer)

Merupakan penghalusan (verfijning) dari teori orgaan. Teori di pelopori
oleh E.M. Meijers seorang sarjana dari Belanda dan dianut Paul Scholten. Dan
teori ini sudah merupakan de heersende leer.

Menurut teori ini suatu badan hukum adalah suatu yang realitas, riil,
konkrit walaupun faktanya badan hukum ini tidak dapat diraba, namun hal ini
menurut teori ini adalah bukan suatu khayalan, tetapi merupakan suatu
kenyataan yuridis. Menurut Meijers, teori ini adalah teori kenyataan yang

sederhana (eenvoudige realiteif). Disebut sederhana karena fokusnya

1> Ibid, him. 35



L]
oI

b.ac

IVERSITAS

UN

repository.u

<
<
s
:

56

penekanannya hanya dalam mempersamakan antara badan hukum dengan
manusia. Persamaan ini sebatas bidang hukum saja.

Dengan demikian menurut teori yang di pelopori oleh Meijers ini, badan
hukum adalah nyata, kongkrit, badan hukum itu riil, serial manusia dan
perikatan-perikatan lain (verbintennis). Dan semuanya itu riil untuk hukum.
Penganut teori ini adalah Paul Scholten, berasal dari teori organ yang
diperhalus, artinya tidak begitu mutlak dan sekedar diperlukan untuk hukum
sehingga tidak perlu lagi mempertanyakan mana itu tangannya, mana kakinya,

mana otaknya dan sebaginya, yang dalam hal ini (teori organ sifatnya mutlak).

2.1.7. Teori dari Leon Duguit

Sementara itu Leon Duguit sarjana dari Prancis (1839-1928) merupakan
pengikut mazhab Sejarah di Prancis. Menurut Duguit, selain manusia-manusia
individu tidak ada persoon-persoon lain sebagai subyek hukum. Namun
manusiapun sebagaimana suatu perhimpunan dan ataupun Yayasan tidak dapat
menjadi pendukung hak subjektif. Hal ini Duguit, tidak mengakui subjek hukum
yang diberi hak oleh hukum, namun yang perlu di lihat adalah apa yang
dilakukan oleh suatu subjek hukum terhadap suatu fungsi-fungsi sosial.*

Baginya, hanya manusia sebagai subjek hukum dan merupakan subyek
hukum tanpa mendukung hak, maka dari itu yang bisa menjadi subyek hukum
hanya manusia, dan bagi Duguit hanya manusia sebagai subjek hukum

internasional.!’

2.2. Teori Perlindungan Hukum

Dikutip dari pendapat Satjipto Rahardjo, beliau mengatakan bahwa
hukum hadir di dalam masyarakat untuk mengintegrasikan dan
mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama
lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara
membatasi dan melindungi  kepentingan-kepentingan  tersebut.'’® = Hukum
melindungi  kepentingan seseorang dengan cara memberikan kekuasaan

kepadanya untuk bertindak dan memenuhi kepentingannya tersebut. Pemberian

16 1bid., him. 38
7 1bid.
18 satjipto Rahardjo, Op. Cit., him. 53
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kekuasaan, atau yang sering disebut hak ini, dilakukan secara terukur, keluasan
dan kedalamannya.

Prinsip perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon, beliau
menyatakan bahwa prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan
pemerintah bertolak dan bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan
hak-hak asasi manusia, karena menurut sejarahnya di Barat, konsep-konsep
tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia lahir dan
diarahkan kepada pemberian pembatasan-pembatasan serta peletakan kewajiban
pada masyarakat dan pemerintah.*

Perlindungan hukum juga diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk
melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang
tidak sesuai ~ dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan
ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya
sebagai manusia.”

Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi 2 (dua)
macam, meliputi 1). perlindungan hukum preventif dan 2). perlindungan hukum
represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan
oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang - undangan dengan
maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberi rambu-rambu atau
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.?! Sedangkan perlindungan
hukum represif menurut Satjipto Rahardjo merupakan perlindungan hukum
untuk memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan
oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat, agar
masyarakat dapat menikmati seluruhnya apa yang menjadi hak-hak yang
diberikan oleh hukum.?” Tujuan hukum dari perlindungan hukum represif adalah
untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan dalam menyelesaikan sengketa

tersebut dilakukan oleh badan peradilan yang berwenang baik secara absolut

19 philipus M. Hadjon, Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah
Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penangannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara), (Surabaya : PT Bina
IImu, 1987), him. 38

%0 Setiono, Rule of Law (Supremasi Hukum), Tesis Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, him. 3

21 philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Negara, (Yogyakarta : Gajah
Mada University Press, 2011), him. 76

22 Satjipto Rahardjo, Op. Cit., him. 54.
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maupun relatif. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan litigasi dan non

litigasi.

2.3. Teori Keadilan

Mahkota hukum adalah keadilan. Pada teori hukum alam mengagungkan
“the search for justicé’.”®> Ada beberapa macam teori tentang keadilan, dan
masyarakat yang adil. Pembahasan dalam teori keadilan tidak lain menyangkut
hak dan kebebasan, pendapatan dan kemakmuran, juga membahas tentang
peluang kekuasaan.

Pandangan tentang keadilan menurut Aristoteles tertuang dalam buku-
buku karyanya vyaitu nichomachean ethics, politics, dan rethoric, dan tentang
keadilan khusus dibahas pada bukunya nicomachean ethics, di sini dibahas
keadilan yang berdasarkan filsafat umum dan wajib dianggap sebagai inti dari
filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan
keadilan”.?*

Kata “keadilan” berasal dari bahasa Arab dengan kata “a/-ad/’, dalam
bahasa Inggris disebut "justice” yang memiliki persamaan dengan kata "justitia”
yang berasal dari bahasa lain, ini dari kata 'just” atau 'Justus” yang berarti
“jujur” (honest), “benar” (right) atau “benar menurut hukum” (legally right),
“patut” (proper), “pantas” (fair) atau “layak” (righteous).”

Plato memahami keadilan (justice) sebagai praktik kebajikan (virtue) dan
harmoni.”® Formulasi keadilan menurut Aristoteles dibedakan dalam dua macam
yaitu : 1). keadilan komutatif, dan 2). Keadilan distributif. Dalam  buku
"Retorica” mengatakan ada dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan
keadilan komutatif. Keadilan distributif bermakna bahwa kepada tiap-tiap orang

secara proporsional sesuai dengan jasanya. Sementara pada keadilan komutatif

2 Theo Huijbers, Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah, Cet VIII, Yogyakarta,
Kanisius, 1995, him. 196.

24 Carl Joachim Friedrich, Filsafat Hukum Perspektif Historis, (Bandung : Nuansa dan
Nusamedia, 2004), him. 24

25 Munir Fuady, Dinamika Teori Hukum, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2007), him. 90.

% Plato, dalam James K. Feiblemen, Justice, Law dan Culture, (Dordrecth-the
Netherlands : martinus Nijhoff Publisheers, 1985), p. 173-174.
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bermakna bahwa keadilan tiap-tiap orang diberikan sesuatu yang sama tanpa
melihat apa yang telah dilakukannya.”

Teori keadilan Aristoteles menempatkan persamaan (equality) sebagai
unsur penting keadilan. Persamaan itu berurusan dengan hubungan antara dua
manusia atau lebih, di mana perlakuan yang tidak sama antara mereka akan
menghasilkan ketidak adilan. Persamaan di sini tidak diartikan “sama rata” tetapi
tergantung kondisi dan kualifikasi masing-masing individu, yang disebut juga
“persamaan dan proporsional” (proportionate equality).” Persamaan yang
proporsional berarti bahwa setiap orang yang berada dalam kondisi sama harus
diberlakukan sama (similar treatment), apabila tidak demikian berarti ada ketidak
adilan (dliskriminasi).

Menurut filsuf hukum alam vyaitu Thomas Aquinas, beliau
mengelompokkan keadilan menjadi 2 (dua) meliputi : Keadilan umum dan
keadilan  khusus, yang dimaksud keadilan umum yaitu keadilan menurut
kehendak undang-undang yang harus ditunaikan demi kepentingan umum; dan
keadilan khusus, yaitu keadilan yang didasarkan pada asas kesamaan atau
proporsionalitas, yang dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1). Keadilan distributif
(Justitia distributive), adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam
lapangan hukum publik secara umum, misalnya negara hanya mengangkat
seseorang menjadi hakim, karena memiliki kecakapan untuk menjadi hakim. 2).
Keadilan komutatif, adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan
kotraprestasi; dan 3). Keadilan vindikatif yaitu keadilan dalam hal menjatuhkan
hukuman atau ganti kerugian yang sesuai dengan besarnya hukuman yang telah
ditentukan atas tindak pidana yang dilakukan.”

Keadilan distributif menurut Thomas Aquinas, pada dasarnya merupakan
penghormatan terhadap person manusia (acceptio personarum) dan
keluhurannya (dignitas). Dalam  konteks keadilan distributif, keadilan dan
kepatutan (eqguity) tidak tercapai semata-mata dengan penerapan nilai yang

aktual, melainkan juga atas dasar kesamaan antara satu hal dengan hal yang

7 Abdul Rachmad Budiono, Pengantar Ilmu Hukum, (Malang : Bayumedia Publishing,
2005), him. 25

28 Ibid., him. 93.

%> Thomas Aquinas, dalam Dardji Darmodihardjo dan Sidharta, Pokok-pokok Filsafat
hukum, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1995), him. 154-155
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lainnya (aequalitas proporsionis) dan kesamaan kualitas atau jumlah (aequalitas
quantitas).>

Keadilan ditributif dapat ditegakkan dengan mengacu pada lima prinsip
berikut : 1). Kepada setiap orang bagian yang sama, 2). Kepada setiap orang
sesuai dengan kebutuhan individualnya, 3). Kepada setiap orang sesuai dengan
haknya, 4). Kepada setiap orang sesuai dengan usaha individualnya, dan 5).
Kepada setiap orang sesuai dengan jasanya (merit).”

Teori keadilan lainnya yang digunakan dalam penelitian disertasi ini
adalah teori keadilan menurut aliran wnilitarianisme aliran inimendudukkan
kemanfaatan menjadi wujud yang esensial dari hukum. Tentang hal ukuran
kemanfaatan hukum vyakni kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan seluas-
luasnya bagi orang-orang. Tentang penilaian hal baik atau buruk, adil atau tidak
adil dari suatu hukum adalah tergantung pada kemampuan hukum untuk
menciptakan kebahagiaan untuk manusia atau tidak.*? Aliran Utilitarianisme,
Kemanfaatan diletakkan sebagai tujuan utama hukum, kemanfaatan diartikan
dengan kebahagiaan dengan tidak mempermasalahkan baik atau adilnya hukum,
pembahasan bergantung apakah hukum bisa memberi suatu kebahagiaan bagi

manusia atau tidak memberi kebahagiaan bagi manusia.™

2.4. Teori Perundang-undangan.

Burkhardt Krems, membagi ilmu pengetahuan perundang - undangan
(Gesetzgebungswissenschaft) merupakan ilmu yang interdisipliner yang
berhubungan dengan ilmu politik dan sosilogi yang secara garis besar dibagi
dalam 2 (dua) besar yaitu :

a) Teori Perundang - undangan (Gesetzgebungstheorie) dan
b) Ilmu Perundang - undangan (Gesetzgebungwissenschart)
Yang pertama berorientasi kepada mencari kejelasan dan kejernihan

makna atau pengertian-pengertian (erklarungsorientiert) dan bersifat kognitif,

30E. Sumaryono, Etika Hukum : Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas,
(Yogyakarta : Kanisius, 2002), him. 90-91

31 Beaucham dan Bowie, dalam J. van Kan dan J.H. Beekhuis, Pengantar Ilmu Hukum,
(Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), him. 171-172

32 |jlik Rasyidi dalam Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010),
him. 59

33 Muh. Erwin, Filsafat Hukum : Refleksi Kritis Terhadap Hukum, (Jakarta : Rajawali
Press, 2011), him. 179
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dan yang kedua berorientasi pada melakukan perbuatan (handlungsorientiert)
dalam hal pembentukan perundang - undangan dan bersifat normatif.** Ilmu-
ilmu perundang - undangan ini dibagi lagi ke dalam tiga bagian, yaitu : 1).
Proses Perundang — undangan; 2). Metode Perundang — undangan; 3). Teknik
Perundang — undangan.

Peraturan perundang - undangan yang baik, adalah suatu peraturan
perundang - undangan yang dibentuk berdasar pada asas-asas yang meliputi :
a. kejelasan tujuan, b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, c.
kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, d. dapat dilaksanakan, e.
kedayagunaan dan hasilguna, f. kejelasan rumusan, dan g. keterbukaan.®
Sebagaimana hal ini ditentukan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun
2012 tentang pembentukan Peraturan Perundang — Undangan, secara formal
jenis hierarki Peraturan Perundang - Undangan terdiri dari :

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

¢. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
d. Peraturan Pemerintah

e. Peraturan Presiden

f. Peraturan Daerah Kabupbatn/Kota

Hal diatas, jika dikaitkan dengan ajaran dari Hans Kelsen tentang teori
jenjang norma (stufentheorie) yang menjelaskan bahwa suatu norma hukum
tertentu bersumber pada norma hukum lainnya yang lebih tinggi. Teori ini
menekankan bahwa keseluruhan hukum positif itu tersusun dalam sebuah

hierarki logika.*® Maka dapat disusun hirarki peraturan perundang - undangan

3 Maria Farida Indrati Soeprapto, Zimu Perundang-undangan : Dasar-dasar dan
Permbentukannya, Cetakan kelima, (Yogyakarta : Kanisius, 2002), him. 2-3.

3 pasal 5 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Tentang Pembentukan Peraturan Perundang -
Undangan

% Teori hierarki norma dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl, atau
paling tidak Merkl telah menulis tentang hierarki norma terlebih dahulu yang disebut dengan
Stairwell Structure of Legal Order. Teori Merkl adalah tentang Tahapan hukum (die /ehre von
stufenbou der rechtordnung) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu
norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum. perbuatan hierarkis ini
termanifestasi dari bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum
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yang mengatur dan berkaitan dengan “perubahan perguruan tinggi” yang
memiliki materi muatan yang mengatur tentang penggabungan Yayasan dalam
kedudukannya sebagai badan penyelenggara pendidikan tinggi.

Bertumpu pada kerangka berpikir tersebut, maka teori peraturan

perundang - undangan akan digunakan sebagai pisau analisis permasalahan.
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Teori ini melihat hukum sebagai kaidah yang dijadikan objek ilmu hukum, yang
dalam setiap norma hukum/kaidah hukum merupakan susunan daripada kaidah-
kaidah (stufenbau) dan dalam susunan tertinggi merupakan grundnorm yaitu
merupakan kaidah dasar atau kaidah fundamental yang di gunakan sebagai batu
uji terhadap analisis mengenai konsep penggabungan Yayasan khususnya

penggabungan Yayasan Pendidikan Tinggi berbasis pada keadilan.

IVERSITA

yang lebih rendah. Proses ini merupakan proses konkretisasi dan individualisasi. Lihat Zoran Jelic
dalam Jimly Asshiddigie dan Ali Safa’atau. Teori Hans Kelsen tentang Hukum, (Jakarta :
Konstitusi, 2006), him. 109.
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BAB III
MAKNA PENGGABUNGAN BAGI YAYASAN YANG BERGERAK
DI BIDANG PENDIDIKAN TINGGI

b.ac

3.1. Makna Yayasan Pendidikan
3.1.1. Dasar Filsafat Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara Pendidikan

repository.u

3.1.1.1. Perkembangan Sejarah Yayasan Pendidikan di Dunia

Tidak dapat ditentukan secara pasti kapan keberadaan Yayasan itu ada,
namun secara historis di dalam sepanjang perjalanan manusia telah ada sifat-
sifat sosial, karena manusia yang pada hakikatnya memiliki sifat-sifat sosial
dalam dirinya. Salah satu tujuan Yayasan adalah agar manusia berbuat amal
dan kebajikan kepada sesama. Untuk berbuat amal telah lama ada dan
merupakan perintah atau anjuran di berbagai agama dan kepercayaan.*

Yayasan dengan tujuan khusus seperti keagamaan dan pendidikan, sudah
ada sejak awal sejarah. Lebih dari seribu tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, para
Pharaoh memisahkan sebagian kekayaan yang dimilikinya untuk kegiatan
keagamaan, Xenophon mendirikan Yayasan, dengan menyumbangkan tanah
beserta bangunannya untuk kuil pemujaan kepada Artemis, memberi makanan
dan minuman bagi yang membutuhkan dan hewan-hewan korban.?

Pada tahun 347 sebelum masehi, Plato menjelang kematiannya, ia
memberikan hasil pertanian dari tanah yang dimilikinya untuk disumbangkan
selama-lamanya kepada Academia yang ia dirikan. Dan Academia ini
dimungkinkan adalah Yayasan Pendidikan yang pertama ada di dunia.’

Berkaitan dengan tujuan Yayasan, perkataan amal dikenal di Indonesia,
sementara di negara-negara barat lebih dikenal dengan Charity. Charity berasal
dari bahasa Latin yaitu Caritas, secara harfiah berarti tinggi harganya atau
mahal. Pengertian lain adalah menunjukkkan cinta kepada Tuhan atau Dewa-
Dewa, Orang tua, negara, dan semacamnya. Charity dalam pengertian saling
membantu sesama, solidaritas, suka bergaul, dan berbuat kebajikan kepada
sesama manusia sudah terdapat pada masyarakat yang paling biadab dan paling

primitif sekalipun. Perbuatan charity telah belangsung terus menerus dengan

! Chatamarrasyid, Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba,
(Bandung : Citra Aditya, 2000), him. 141-144

2 Ibid., him. 141

3 Ibid., him. 141-142.
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dukungan peraturan suku dan sanksi agama. Konsep charity telah dikenal sejak
zaman purbakala.?

Di Yunani, sifat charity, dikenal dengan kata filantropi, secara etimologis,
kata filantropi (philanthropy) berasal dari kata dalam bahasa Yunani ‘philos”
yang berarti cinta dan antropos artinya manusia. Gabungan dari kedua kata
tersebut memiliki makna “mencintai atau cinta kepada manusia”, filantropi dalam
sejarah filosofisnya sebenarnya terkait erat dengan semangat kebebasan
manusia. Bermula dari kisah tirani Dewa Zeus yang membelenggu manusia
dalam kebodohan, ketakutan, kegelapan, ketakbedayaan dan sebagainya.
Seorang Dewa yang baik bernama Prometheus yang datang menyelamatkan
manusia dengan memberinya api dan harapan. Dalam kisah perlawanan
Prometheus tersebut, api adalah simbolisasi teknologi, keterampilan, ilmu
pengetahuan. Sedang harapan selalu dikaitkan dengan semangat perbaikan
kondisi manusia. Dari situlah keberadaan manusia dikisahkan bermula, yang
berawal dari kecintaan “philanthropia’ sang Prometheus pada manusia.’

Di Romawi, kemiskinan dikurangi dengan banyak cara, seperti dengan
cara membagi-bagikan jagung dan lain-lain yang diperlukan atas tanggungan
bendahara/negara. Di Irak kuno konsep dan praktik charity terdapat dalam
perintah-perintah Avestan. “kebahagiaan adalah milik orang yang memberikan
kebahagiaan kepada orang lain. Sementara di Yahudi, charity dalam agama
Yahudi dapat dilihat dari 3 (tiga) bentuk pemberian kepada orang miskin, yaitu
1/60 (satu perenam puluh) dari panen pada bagian sudut dari ladang jagung,
kedua dari bagian yang jatuh ke tanah ketika panen, dan ketika jagung yang
terlewati ketika dipanen, terlupakan dan tertinggal diladang.®

Sedangkan di Cina, kira-kira pada tahun 1122 SM mulai. Confucius dan
Mericus sangat mengagungkan charity dan menganggapnya sebagai suatu
karakter yang istimewa dari manusia. Di tahun ini mulai didapati lembaga sosial
yang menyantuni anak-anak yatim piatu, dan negara juga membantu anak-anak
terlantar.” Dan pada abad ke 13 mulai terdapat panti asuhan, dan empat abad

kemudian dibangun rumah sakit. Dan pada awal abad 20 (dua puluh) berbagai

* Ibid., him. 142,

> http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/105669-[ Konten ]-
L.91.%20Bab.2%20Kajian%?20Pustaka.pdf diakses pada tanggal 22 Desember 2018.

® Chatamarrasyid, Op. Cit.,, him. 143

7 Ibid , him. 44.
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organisasi - sosial melakukan berbagai kegiatan, seperti memberikan pinjaman
tanpa bunga kepada orang miskin, fasilitas penguburan, bantuan untuk para
janda, perawatan anak-anak terlantar, yatim piatu, sekolah industri, dan lain-
lain.®

Sedangkan sejarah perkembangan Yayasan pada beberapa agama, yaitu
di agama Kristen, kitab Injil dan literatur kuno penuh dengan perintah-perintah
untuk berbuat kebaikan. "7They that have charity are born of God: they that have
it not are not born of God' (St. Agustine) (“Mereka yang memiliki amalan baik
dilahirkan oleh Tuhan: mereka yang tidak memilikinya tidak dilahirkan oleh
Tuhan® (St. Agustine)). Sumber — sumber kepercayaan dari agama Kristen dan
Yahudi memiliki banyak kesamaan. Lembaga-lembaga yang didirikan dan
diselenggarakan oleh Gereja, antara lain rumah yatim piatu, rumah sakit, dan
sebagainya.’

Pada agama Hindu, dalam Rigveda dikenal kata “danam”yang berarti
sama dengan “charity”. Semula kata ini digunakan untuk menerangkan hal
kepada suku yang menang perang, memperoleh harta rampasan yang kemudian
dibagi-bagikan kepada pihak yang membutuhkan. Charity menurut Bhagwad
Gita dapat dilakukan dengan cara memberikan bantuan materil (artha),
pengetahuan (vidya), dan rasa aman dari ketakutan (abhaya). Charity juga harus
mempertimbangkan tempat, waktu, dan keadaan dari penerima bantuan.'°

Menurut Kautilya, raja bertanggung jawab untuk memperhatikan dan
melindungi mereka yang tidak berdaya, yang lemah dan manula. Pada kota-
kota yang lebih besar, raja harus memperhatikan kesejahteraan keluarga dari
prajurit dan pekerja yang meninggal dunia. Wanita-wanita yang cacat diberikan
pendidikan yang perlu untuk hidupnya. Pada zaman Asoka ditemukan Charitable
trust dan lembaga sosial lainnya. Juga diusahakan perbaiki para pemabuk,
wanita tunasusila dan penyakit masyarakat lainnya.'!

Pada abad pertengahan (476-1492 M), pada abad ini didominasi oleh
agama, yaitu agama Kristiani di barat dan agama Islam di timur. Jaman ini

memberikan pemikiran-pemikiran baru meskipun tidak menghilangkan sama

8 Ibid,
° Ibid , him. 43.
10 7bid , him. 44.
% Ibid.
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sekali kebudayaan Yunani dan Romawi.’? Abad pertengahan, merupakan suatu
era di mana pemikiran serba Ziahiah (utamanya teologi Kristen) begitu dominan.
Rezim /flahi dilibatkan’ (secara langsung) dalam pengelolaan dunia. Manusia dan
alam dianggap berada di bawah kendali Alkhalik. Tuhan dengan sekalian
kehendak dan firman-Nya, menuntun hidup manusia pada pengenalan akan
Alkhalik yang menjadi sumber hidup serentak sumber hukum. Dengan ini
manusia tidak saja dimungkinkan hidup tertib di dunia, tetapi juga memperoleh
keselamatan di akhirat.”

Sumbangan eksplanasi di bidang hukum dari Agustinus yang salah satu
konsepnya tentang deligere dan delicto proximi yang  dapat berfungsi
mengkondisikan lahirnya kedamaian dan keadilan, seolah mengingatkan kita
tentang pentingnya “modal sosial” (social capital) dalam kehidupan hukum. Di
sini kita berkesempatan melakukan kajian tentang interrelasi antara suasana
penyelenggaraan hukum dengan kondisi modal sosial yang dimiliki oleh sebuah
komunitas. Dengan mengguanakan kerangka teori tentang ‘modal sosial’, baik
dari Bourdie yang memberikan penekanan pada jaringan-jaringan sosial.'*

Dalam agama Islam, ada 5 (lima) rukun Islam yang salah satunya adalah
tentang zakat. Zakat ini dapat digunakan untuk menolong orang miskin,
membangun masjid, dan sebagainya. Selain itu dalam Islam mengenal lembaga
wakaf® yang identik dengan Yayasan.

Wakaf memiliki akar teologis yang kuat, Al-Quran meskipun tidak
menyebutkan secara eksplisit istilah wakaf, jelas mengajarkan urgensitas

kedermawanan sosial untuk berbagai tujuan yang baik.'® Hadis Nabi dan praktik

12 Abdul Ghofur Anshori,  Filsafat Hukum, Sejarah, Aliran, dan Pemaknaan.
(Yogyakarta : Gajah Mada University Preess, 2006), him. 14

13 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum : Strategi
Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi, (Surabaya : CV.Kita, Cet 1, 2006), him. 45

% ihat dalam Ian Winter, "Towards a Theorised Understanding of Family Life and
Social Capital', Working Paper, Australian  Institute of  Family = Studies, 2000,
http:/www.aifs.org.au/institute/pubs/WP21.pdf., disadur 25 Mei 2004. Dalam Bernard L. Tanya,
Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage, Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang
dan Generasi, (Surabaya : CV. Kita, Cet 1, 2006), him.48

15 Pasal 1 butir 1 UU RI Nomor 41 Tahun 2004, Wakaf adalah perbuatan hukum wakif
untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.

16 Dalam Al-Quran, istilah “wakaf” tidak dikenal, tetapi intinya adalah sebagai bagian dari
sautu perbuatan berderma (filantropi), seperti konsep khayr, konsep /nfag dan birr. Istilah “wakaf”
dianggap semakna dengan Sadaqgah jariyah, al-Babs, tasbil. Lihat Jaih Mubarok, Wakaf Produktif,
(Bandung : Simbiosa Rekatama Media, 2008), him. 8-9.
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Sahabat menunjukkan bahwa wakaf sesungguhnya bagian dari inti agama
Islam.!” Wakaf dalam bentuk yang sederhana telah dipraktikan para Sabahat
atas petunjuk Nabi. Salah satu yang menjadi dasar praktik wakaf pada masa
awal Islam adalah Hadis riwayat Ibn ‘Umar. Hadis ini mengisahkan “Umar ibn
Khattab mendapatkan sebidang lahan di daerah subur Khaybar dekat Mekah.
‘Umar hendak bersedekah dengan lahan itu menanyakan kepada Nabi perihal
niatnya tersebut, dan Nabi bersabda, “Jika engkau bersedia tahan asalnya dan
sedekahkan hasilnya”.'®

Landasan Hadis ini melahirkan minimal lima prinsip umum yang
membentuk kerangka konsep dan praktik wakaf. Pertama, bahwa kedudukan
wakaf sebagai sedekah sunah yang berbeda dengan zakat. Kedua kelanggengan
aset wakaf, sehingga harta wakaf tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan
maupun disumbangkan. Ketiga, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara
produktif. Keempat, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai
tujuan yang baik. Dan kelima diperbolehkannya nadhir mendapatkan bagian
yang wajar dari hasil wakaf.*

Berdasarkan pada sejarah perkembangan Yayasan pendidikan di dunia,
keberadaan Yayasan tidak lepas dari perbuat amal yang merupakan perintah
atau anjuran di berbagai agama dan kepercayaan, agar manusia berbuat amal
dan kebajikan kepada sesama. Dan dalam  penyelenggaraannya tersirat
dilakukan dalam  suatu komunitas yang tergabung dalam suatu wadah
organisasi. Dan Yayasan pendidikan pertama kali ada dalam sepanjang sejarah
ditandai oleh tindakan Plato yang memberikan sumbangan berupa hasil bumi
pertama kalinya kepada akademia yang didirikannya.

17 Muhammad Abii Zahrah, Muhadarah fi al-Waqf, (BayirGt: Dar al-Fikr al-‘Arbi., t.t.), him.
21); Ahmad Ibarhim Bik, Mawsu‘ah Ahkam alWagfi ‘ala Madhahib al-Arba‘ah, al-Qahirah: Maktabah
al-Azhariyah li al-Turath|, t.t.), him. 16-18.

18 Diriwayatkan dengan perbagai redaksi yang hampir sama oleh al-Bukhari, 1987: II, him.
840; Muslim, III, him. 1255-56; al-Tirmidhi, II, him. 417; Abu Dawud, III: h. 116-7; Ibn Majah, II,
him. 801; dan al-Nasa’, 1420 H, VI, him. 230-2. Lebih lengkapnya lihat al-Baqi, 2006, him. 31.

19 Tuti A. Nadjib dan Ridwal al-Makassary, Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan
(Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), him. 30; Mundzir Qahaf, Al-Wagqf al-Islami Tatawwuruh,
Idaratuh, Tanmiyatuh (Dimasyq Syuriah: Dar al-Fikr Qahaf, 2004), him. 52-54.
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3.1.1.2. Perkembangan Sejarah Yayasan Sebagai Badan Penyelenggara
Pendidikan di Indonesia

Perkembangan sejarah Yayasan sebagai badan penyelengara Pendidikan

di Indonesia, secara garis besar dapat di kelompokkan dalam dua kelompok yaitu

1). Perkembangan sejarah Yayasan sebagai badan penyelenggara Pendidikan

sebelum Indonesia merdeka, dan 2). Perkembangan sejarah Yayasan sebagai

badan penyelenggara Pendidikan setelah Indonesia merdeka.

3.1.1.2.1, Perkembangan Sejarah Yayasan Sebagai Badan
Penyelenggara Pendidikan Sebelum Indonesia Merdeka

Pada zaman kolonial, menurut catatan sejarah di Indonesia terdapat
beragam sistem pendidikan, yaitu ada beberapa pendidikan pesantren
tradisional (pendidikan agama) juga sistem persekolahan yang  dibawa
Belanda.”’ Sejarah pendidikan zaman pemerintah Kolonial Belanda dapat dibagi
dalam tiga periode yaitu 1). Periode VOC di abad ke 17 dan ke 18; 2). Periode
pemerintah Hindia-Belanda pada abad ke 19; dan 3). Periode politik Etis (Etische
Politiek) pada awal abad ke -20.%

Pada abad ke-17 dan ke-18 di zaman VOC,? pendidikan untuk kaum
“inlanders” (penduduk tanah jajahan di tangani oleh Nederlands Zendelingen
Genootschap atau NZG), Gereja Kristen dari Belanda yang ikut dalam Misi VOC.
Maskapai inilah yang ikut membiayai kegiatan pendidikan, dengan demikian
bukan dari pemerintah Belanda. Kegiatan Pendidikan termasuk pendirian
sekolah-sekolah baru yang dikembangkan oleh VOC ini pada awalnya melekat
berbasis agama dan dilakukan di daerah yang struktur politiknya lemah,
misalnya di Ambon dan Batavia.”> Di tahun 1607 didirikan sekolah, selanjutnya

didirikan sekolah di Batavia, sekolah-sekolah ini berbasis agama Kristen yang

20 Agus Salim, dkk, Indonesia Belajarlah! (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2007), him. 201

2L A, Boone, Onderwijs en opvoeding in de Nederlandse Koloninin Pedogogisch
Tijdschrift. (21), Nr.2.

2 YOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie), merupakan kongsi dagang yang
mendapat dukungan politik maupun militer dari Pemerintah Belanda. Kongsi ini diberi hak-hak
politik atas nama Kerjaan Belanda untuk menyatakan perang atau berdamai dengan para sultan di
wilayah perdagangaannya yang menolak sistem perdagangan monopoli. Dalam Abdul Syukur,
Historiografi Belandasentris : Pembentukan dan Perkembangannya, Jurnal Sejarah
Lontar, Vol 7 No. 2 Juli — Desember 2010, him. 41

B Dedi Supriadi, etal, Guru di Indonesia : Pendidikan, Pelatihan dan
Perjuangannya Sejak Zaman Kolonial Hingga Era Reformasi, (Jakarta : Depdikbud, 2003),
him. 6-7
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pencapaiannya terbatas pada kemampuan memahami Bible, kitab suci agama-
agama Kristen, dan oleh pendidikan lanjutan hanya untuk mendidik guru dan
pastor.”*

Sekolah pertama didirikan pada tahun 1817 yaitu sekolah Europese
Lagere School (ELS) di Batavia (Jakarta), pendidikan ini setara untuk sekolah
dasar, diperuntukkan untuk warga Belanda di Indonesia saja, namun seiring
berjalannya waktu di tahun 1903 ELS mulai dibuka untuk pribumi priyayi dan
warga Tionghoa di Indonesia.?

Pada tahun 1867 didirikan Hogere Burgerschoo/ (HSB) pertama di
Jakarta, Tahun 1875 di Surabaya, dan tahun 1877 di Semarang, pendidikan ini
setera dengan pendidikan menengah pertama ditempuh selama lima tahun, dan
pada tahun 1903 didirikan kursus Meer Uitgebreid Lager onderwijs (MULO)
ditempuh hanya dengan waktu tiga tahun. Dan pada tahun 1914 Kursus MULO
diubah menjadi sekolah MULO.?

Pada masa ini pendidikan tradisional di Indonesia telah ada, terutama
pendidikan berbasis agama Islam yang tidak tersentuh oleh VOC. Materi
pelajaran lebih pada kemampuan menulis, berhitung, dan membaca dalam
bahasa Melayu yang menjadi bahasa perdagangan sehari-hari dimasa itu.”’
Dalam perkembangannya di masa ini masyarakat kalangan pribumi banyak
mendirikan Yayasan pendidikan atas bentuk kepedulian dan inisiatif untuk
memberikan pengajaran dan pengetahuan kepada masyarakat dengan berbagai
tujuan, yaitu ada yang bermaksud untuk menebarkan paham keagamaan
tertentu, menciptakan semangat perlawanan, dan ada juga yang sengaja
mendirikan lembaga pendidikan karena semata-mata untuk memfasilitasi
masyarakat pribumi karena cenderung mendapat diskriminatif dari sekolah-
sekolah milik Pemerintah Hindia Belanda ketika itu.

Seperti Syarikat Dagang Islam tahun 1905 merupakan organisasi yang
pertama kali lahir di Indonesia. Merupakan perkumpulan pedagang-pedagang
islam yang  menentang politik Belanda memberi keleluasaan =masuknya

pedagang asing untuk menguasai komplar ekonomi rakyat pada masa itu, Budi

24 Ibid., him. 7

% Sukardjo, Ukim Komarudin, Landasan Kependidikan Konsep dan Aplikasinya,
(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), him. 127

% Ibid,

%7 Dedi Supriadi, et.al., Op. Cit, him. 7
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Utomo organisasi yang bersifat sosial, ekonomi, dan kebudayaan tahun 1908,
perserikatan Muhammadiyah yang didirikan tanggal 18 November 1912,
Yayasan Syarikat Oesaha Padang yang didirikan pada tahun 1919, Lembaga
Pendidikan Diniyah Putri (1923), Nahdatul Ulama (NU) tahun 1926 merupakan
organiasi Islam yang bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial dan
ekonomi, Yayasan Taman Siswa pada tahun 1934, dan Yayasan Pendidikan
lainnya yang didirikan oleh ~masyarakat pribumi Indonesia sebelum
kemerdekaan.?®
Pada abad ke -19 tepatnya setelah VOC bubar pada tahun 1799, ditandai
pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda. Dibubarkannya
VOC di Indonesia mendorong perubahan sistem pemerintahan dari /indirect rule
ke direct Rulle (sistem pemerintahan tingkat langsung ke sistem pemerintahan
langsung), membawa perubahan di mana kebijakan pendidikan menjadi
tanggungjawab pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kemudian di masa
pemerintah Daendels tahun 1808, ia mengarahkan beberapa bupati-bupati di
jawa untuk mengorganisir sekolah-sekolah untuk anak-anak yang berasal dari
pribumi dengan suatu kurikulum yang mencakup kultur Jawa dan agama
sehingga anak-anak itu akan tumbuh hingga menjadi anak Jawa yang baik.
Namun ironisnya kebijakan pemerintah = kolonial Belanda untuk bidang
pendidikan, hingga 3.5 dasawarsa pertama tidak menunjukkan kesediaanya
untuk mengeluarkan banyak uang bagi pendidikan masyarakat lokal. Dan
perhatian lebih kepada pendidikan anak-anak Belanda dan bangsa Eropa lainnya
yang orang tuanya bekerja di Hindia Belanda.”® Sehingga disamping pendirian
ELS seperti di Cirebon, Semarang, Surakarta, Surabaya, Gresik tersebut oleh
Pemerintah, juga oleh pihak swasta — swasta khususnya NZG yang sejak zaman
VOC telah menunjukkan aktivitasnya yang tinggi dalam bidang pendidikan.*®
Setelah penjajahan Belanda di Indonesia berakhir, giliran Jepang yang
melakukan penjajahan di Indonesia. Belanda mengalami kekalahan perang

dengan pasukan Jepang. Penyerahan tanpa syarat pasukan Belanda kepada

8 Muhammad Rifa'i, Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga
Modern, (Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2011), him. 80. Baca juga Hasbullah, Sejarah Pendidikan
Islam di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996), him. 58.

2 Dedi Supriadi (ed), Op. Cit, him. 8

% Dadang Supardan, Menyikap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial
Hingga Sekarang : Perspektif Pendidikan Kritis, Jurnal Generasi Kampus, Volume 1, nomor
2, September 2008, him. 98
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Jepang berlangsung dalam suatu perundingan di kalijati pada tanggal 8 Maret
1942.3'  Penyerahan Belanda mengakibatkan penghentian semua bentuk
perlawanan seluruh Indonesia. Sejak itu berakhirlah pemerintahan Belanda di
Indonesia dan dengan resmi diletakkan kekuasaan kamaharajaan Jepang.
Indonesia memasuki periode baru yaitu periode pendudukan militer Jepang.

Kebijakan pendidikan pada pemerintahan Jepang. Pada awal pendudukan
Jepang, sekolah-sekolah ditutup, dan pada akhir April 1942 sekolah-sekolah
dibuka kembali dengan sistem baru. Bekas sekolah desa (volk school), verviog
school (sekolah lanjutan), volledige tweede kias school (sekolah pribumi
lengkap), dan jeisjes vervolg school (sekolah lanjutan putri) dibuka kembali
dengan dasar undang-undang nomor 12.*

Pendidikan pada masa pemerintah kolonial Belanda yang sebelumnya
terkesan eksklusif dan hanya dapat diakses oleh golongan-golongan tertentu
saja, yaitu golongan priyayi dan golongan-golongan keturunan Belanda sendiri
kemudian dilebur bersama sekolah-sekolah partikelir yang ada saat itu.
Peleburan ini dimaksudkan untuk meniadakan kastanisasi atau sifat eksklusif
sekolah-sekolah pemerintah saat itu. Sebagai akibatnya, saat itu banyak sekolah-
sekolah pemerintah dan sekolah-sekolah partikelir ditutup dan tidak diakui lagi
keberadaannya. Pendidikan dalam konsep baru ini kemudian diperkenalkan
sebagai bagian dari propaganda Jepang, bahwa pendidika